"SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 94 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SEMARANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor
penggerak perekonomian daerah, sumber pembiayaan
pembangunan dacrah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga
untuk meningkatkan minat investor dalam penanaman modal
maka perlu diciptakan kemudahan pelayanan agar dapat
meningkatkan realisasi penanaman modal dan kesejahteraan
masyarakat dengan menjadikan Kabupaten Semarang sebagai
daerah yang menarik bagi penanaman modal;

bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan  Pemerintahan  Antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, Kabupaten Semarang mempunyai kewenangan

di bidang penanaman modal daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Semarang; ‘

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-dacrah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-
batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat
II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1652);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4349);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4484 );

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724 ),

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756 );

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4866 ); ' '
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I Salatiga Dan
Kabupaten Dacrah Tingkat Il Scmarang Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 35000) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3838 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4861 );

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan
Industri ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4987 );

18.  Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan
Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang
Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman
Modal;

19. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan
Koordinasi Penanaman Modal;

20. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

21. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan
Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;

22. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor
Perwakilan Perusahaan Asing;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEDOMAN DAN
TATA CARA PENANAMAN MODAIL DI KABUPATEN
SEMARANG.
BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Semarang.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Dacrah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Dacrah.

Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten
Semarang.

Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab
kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekertariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
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6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam

modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah
Daerah.

7. Penanaman Modal Asing, yang selanjutnya disingkat PMA, adalah kegiatan menanam
modal untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Semarang yang dilakukan penanam
modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya mapun yang berpatungan
dengan penanam modal dalam negeri.

8. Penanam modal dalam negeri, yang selanjutnya disingkat PMDN, adalah kegiatan
menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Daerah yang dilakukan oleh penanam
modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

9. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman
modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan
penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau
pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan
dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai
dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

o 11. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang, yang selanjutnya disingkat
- KPPT, adalah kantor yang menyelenggarakan kegiatan perizinan dan nonperizinan
penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati
yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap
terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

13. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, dan informasi mengenai
penanaman modal, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

14. Perusahaan penanaman modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal
baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

15. Perluasan penanaman modal adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas

produksi yang telah dizinkan.
16. Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh
—~ penanam modal untuk mendapatkan persetujuan awal Pemerintah Daerah atas rencana
N penanaman modalnya.

17. Pendaftaran Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Pendaftaran, adalah bentuk
persetujuan awal KPPT sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.

18. Permohonan Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan yang
disampaikan oleh penanam modal untuk mendapatkan persetujuan awal dari Pemerintah
Daerah atas rencana perluasan penanaman modal.

19. Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah
Daerah sebagai dasar memulai rencana perluasan penanaman modal.

20. Permohonan izin Prinsip Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh
perusahaan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dalam memulai kegiatan
penanaman modal.

21. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinzip, adalah izin untuk
memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas
fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.

22. Permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan yang
disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dalam
memulai rencana perluasan penanaman modal.
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28.

29.

30.

31.

32.

34.

35.

Izin Pripsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan,
adalah izin untuk memulai rencana perluasan penanaman modal di bidang usaha yang

dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya
memerlukan fasilitas fiskal.

Permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah permohonan yang
disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin Pemerintah Daerah dalam
melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Prinsip / Izin
Prinsip Perluasan.

Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip
Perubahan adalah izin untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan
dalam Izin Prinsip / Izin Prinsip Perluasan sebelumnya.

Permohonan Izin Usaha adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan pada saat
perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi
barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip/Persetujuan
penanaman modal yang dimiliki perusahaan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan sektoral.

Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan
produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas
Pendaftaran/Izin Prinsip/Persetujuan penanaman modalnya, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan sektoral.

Permohonan Jjin Usaha Perluasan adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan
pada saat perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas
penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan, sebagai
pelaksanaan atas Izin Prinsip Perluasan/Persetujuan Perluasan yang dimiliki perusahaan,
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.

Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk
melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi
melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan, sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip
Perluasan/Persetujuan Perluasan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan sektoral.

Permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) adalah
permohonan yang diajukan oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (surviving
company) untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial setelah terjadi
merger.

Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) adalah izin yang wajib
dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (surviving company) setelah
terjadinya merger, untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial perusahaan
merger.

Permohonan Izin Usaha Perubahan adalah permohonan yang disampaikan perusahaan
untuk mendapatkan izin KPPT dalam melakukan perubahan atas ketentuan yang telah
ditetapkan dalam Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan.

. Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaica untuk melakukan

perubahan ketentuan yang telahr ditctepkun dalam lzin Usaha/lzi.. Usalia Perluasan
sebelumnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan
penanaman modal.

Permohonan fasilitas penanaman modal adalah permohonan yang disampaikan oleh
perusahaan yang memerlukan fasilitas dalam pelaksanaan penanaman modalnya.

Persetujuan pemberian fasilitas penanaman modal adalah persetujuan Kepala BKPM atas
nama Menteri Keuangan tentang pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin, barang

dan bahan.
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41.
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43.

44.

45.

46.

Permohonan fasilitas pajak penghasilan adalah permohonan yang disampaikan oleh
perusahaan untuk dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah.

Penerbitan usulan/rekomendasi atas pemberian fasilitas pajak penghasilan adalah
usulan/rekomendasi Kepala BKPM atas pemberian fasilitas pajak penghasilan yang
ditujukan kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) adalah angka pengenal yang dipergunakan
sebagai izin untuk memasukkan (impor) mesin/peralatan dan barang an bahan untuk
dipergunakan sendiri dalam proses produksi perusahasn penanaman modal yang
bersangkutan

Permohonan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) adalah permohonan yang
disampaikan oleh perusahaan sebelum melakukan pengimporan mesin/peralatan dan
barang dan bahan. :

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) adalah pengesahan rencana jumlah,
jabatan dan lama penggunaan tenaga kerja asing yang diperlukan sebagai dasar untuk

persetujuan pemasukan tenaga kerja asing dan penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga
Kerja Asing (IMTA).

Permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Rekomendasi Visa
Untuk Bekerja (TA.01) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah
permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk penggunaan tenaga kerja asing
dalam pelaksanaan penanaman modalnya.

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah izin bagi perusahaan untuk
mempekerjakan tenaga kerja Warga Negara Asing dalam jumlah, jabatan dan periode
tertentu.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat dengan LKPM, adalah
laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi
penanam modal.

Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek, yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan hasil
pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal dalam rangka
pemberian fasilitas penanaman modal, pengenaan dan pembatalan sangsi, serta keperluan
pengendalian pelaksanaan lainnya.

Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah
Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab di bidang penanaman
modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Presiden.

Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya
disingkat SPIPISE, adalah Sistem Elektronik Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang
terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen
yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan dan KPPT.

BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman

Modal di Kabupaten Semarang adalah sebagai panduan bagi KPPT, para penanam
modal, serta masyarakat dalam memahami prosedur pengajuan dan proses penyelesaian
permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal di Kabupaten Semarang,.
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(2)  Tujuan penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal

(M

@

(D

)

M
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di Kabupaten Semarang adalah :
a. memberikan gambaran umum tentang tata cara penanaman modal dan kepastian

waktu penyelesaian permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
b. tercapainya pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan transparan.
BAB III
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Pasal 3

Dalam rangka penyelenggaraan PTSP di bidang pelayanan Penanaman modal di
Kabupaten Semarang, Bupati memberikan pendelegasian wewenang pemberian
perizinan dan non perizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal
kepada Kepala KPPT Kabupaten Semarang.

Penyelenggaraan pelayanan Penanaman modal yang menjadi kewenangan KPPT adalah
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang nilai investasinya sampai dengan
Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
BAB IV
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Pasal 4
Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau
jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan yang penetapannya
diatur dengan peraturan perundang-undangan.
Penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal harus memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang menyatakan bidang usaha atau jenis usaha yang
tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
BABV
RUANG LINGKUP PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Pasal 5
Jenis pelayanan penanaman modal adalah :

a. pelayanan perizinan;
b. pelayanan nonperizinan,

Jenis perizinan penanaman modal, antara kain :

a. pendaftaran penanaman modal;

b. izin prinsip penanaman modal;

c. izin prinsip perluasan penanaman modal;

d. izin prinsip perubahan penanaman modal;

e. izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan penanaman
modal (merger) dan izin usaha perubahan;

f. izin lokasi;

g. persetujuan pemanfaatan ruang;
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h. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

i. Izin Gangguan (UUG/HO);

J- Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
k. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

1. Hak Atas Tanah.

Jenis nonperizinan penanaman modal, antara lain :
a. insentif daerah;
b. layanan informasi dan layanan pengaduan.

Ruang lingkup pedoman dan tata cara permohonan perizinan yang diatur dalam
Peraturan Bupati ini adalah :

pendaftaran penanaman modal;

izin prinsip penanaman modal;

izin prinsip perluasan penanaman modal;

izin prinsip perubahan penanaman modal;

izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan penanaman
modal (merger) dan 1zin usaha perubahan.

oo op

Sedangkan untuk Izin lokasi, Persetujuan Pemanfaatan Ruang, Izin Mendirikan
Bangunan (IMB), Izin Gangguan (UUG/HO), Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah,
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Hak Atas Tanah diatur tersendiri oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB VI
MEKANISME PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Pasal 6

Penanam modal dapat mengajukan permohonan perizinan dan nonperizinan PMDN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) secara manual atau melalui
SPIPISE kepada KPPT.

Penanam modal dapat mengajukan permohonan secara paralel untuk berbagai perizinan
dan nonperizinan yang tidak berkaitan, dengan hanya menyampaikan satu berkas
persyaratan permohonan melalui SPIPISE. '

Penanam modal yang menyampaikan permohonan melalui SPIPISE sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan formulir permohonan, kesepakatan para
pemegang saham yang telah dicatat oleh notaris, surat-surat pernyataan dan surat kuasa
asli pada saat :

a. penanam modal mengirimkan permohonan melalui SPIPISE; atau

b. penanam modal mengambil perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan olch

KPPT.
Pasal 7

PMDN yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan
penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal, wajib memiliki Izin Prinsip.

PMDN vyang bidang usahanya tidak memperoleh fasilitas fiskal dan/atau dalam
pelaksanaan penanaman modalnya tidak memerlukan fasilitas fiskal, tidak diwajibkan
memiliki Izin Prinsip.

Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke KPPT.

48 6




{

A

(4) PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pengurusan perizinan pelaksanaan
penanaman modalnya wajib memiliki :
a. akta dan pengesahan pendirian perusahaan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi
perusahaan perorangan, dan
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

) PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan pendaftaran apabila
diperlukan dalam pengurusan perizinan pelaksanaan penanaman modalnya.

Pasal 8

Fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) antara lain :
a. fasilitas bea masuk atas impor mesin;

b. fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;

¢.  usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) badan.

Pasal 9

Perusahaan PMDN yang dalam pelaksanaan penanaman modalnya telah siap melakukan
kegiatan/ berproduksi komersial, wajib mengajukan permohonan Izin Usaha ke KPPT.

BAB VII
PENGEMBAKNGAN USALA
Pasal 10

(1) Perusahaan PMDN dapat melakukan pengembangan usaha dibidang-bidang usaha
lainnya sesuai denga Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan perluasan
usaha atau penambahan bidang usaha.

(3) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki Izin Prinsip dapat melakukan
perluasan usaha dengan kewajiban memiliki Izin Prinsip Perluasan.

(4) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya tidak memiliki Izin Prinsip dapat melakukan
perluasan usahanya dengan mengajukan Pendaftaran Perluasan, apabila diperlukan.

(5) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki atau tidak memiliki Izin Prinsip
dapat melakukan penambahan bidang usaha atau jenis produksi :
a. di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal, dengan wajib memiliki Izin
Prinsip atas tambahan bidang usaha/jenis produksinya;
b. di bidang usaha yang tidak memperoleh fagilitas fiskal, dapat mengajukan
Pendaftaran atas tambahan bidang usaha/jenis produksinya, apabila diperlukan.

Pasal 11

(1) Perusahaan PMDN yang akan melakukan perhiasan usaha dibidang yang dapat
memperoleh fasilitas fiskal dan berada di lokasi yang sama dengan usaha sebelumnya,
terlebih dahulu wajib memiliki Izin Usaha atas kegiatan usaha sebelumnya.

(2) Dalam hal perusahaan PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan
perluasan di lokasi yang berbeda dengan usaha sebelumnya, permohonan perluasan
dapat diajukan tanpa dipersyaratkan memiliki Izin Usaha terlebih dahulu atas kegiatan
usaha sebelumnya.
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Atas rencana perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) permohonan Izin
Prinsip Perluasannya diajukan ke KPPT.

BAB VIII
PENGALIHAN KEPEMILIKAN SAHAM ASING
Pasal 12

Perusahaan PMDN yang tidak memiliki Izin Prinsip dan belum memiliki Izin Usaha
atau belum memiliki Izin Prinsip, akan melakukan perubahan penyertaan dalam modal
perseroan karena masuknya modal asing yang mengakibatkan seluruh / sebagian modal
perseroan menjadi modal asing, wajib melakukan Pendaftaran penanaman modalnya
sebagai akibat dari perubahan yang terjadi ke PTSP BKPM.

Perusahaan PMDN yang telah memiliki Izin Prinsip atau Izin Usaha, akan melakukan
perubahan penyertaan dalam modal perseroan karena masuknya modal asing yang
mengakibatkan seluruh/sebagian modal perseroan menjadi modal asing, wajib
mengajukan permohonan 1zin Prinsip atau 1zin Usaha atas penanaman modalnya sebagai
akibat dari perubahan yang terjadi ke PTSP BKPM.

Untuk perusahaan PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum mengajukan
permohonan Izin Prinsip atau Izin Usaha ke PTSP BKPM dipersyaratkan melampirkan

Surat Penganiar dari KPPT tentang rvencana masuknya modal wsing, scbagaimana
tercantum dalam Lampiran VII.

Dalam hal Surat Pengantar dari KPPT belum diterbitkan dalam jangka waktu Paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja, perusahaan dapat melampirkan tanda terima pengajuan
permohonan dimaksud.
BAB IX
PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL (MERGER)

Pasal 13

Perusahaan yang akan melakukan penggabiungan (merger) harus memenuhi Ketentuan
Peraturan  Perundang-undangan  yang  terkait dengan  larangan  prakick monopoli  dan
persaingan usaha tidak sehat dan Undang-Undang perseroan terbatas.

1)

@

3

Pasal 14

Penggabungan perusahaan dapat dilakukan baik antar perusahaan PMA atau antar
perusahaan PMDN, maupun antara perusahaan PMA dengan perusahaan PMDN.

Perusahaan PMDN yang akan melakukan penggabungan (merger) wajib memiliki Izin
Usaha.

Dalam hal perusahaan yang akan melakukan penggabungan tidak memiliki kegiatan
usaha yang masih dalam tahap pembangunan, perusahaan yang meneruskan kegiatan
(surviving company) wajib memiliki Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman
Modal (merger) sebelum memulai kegiatan produksi/operasi komersial.
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kegiatan usaha dan salah satu kegiatan usahanya masih dalam tahap pembangunan,

maka :

a. atas kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha, perusahaan yang meneruskan
kegiatan (surviving company) harus mengajukan Izin Usaha Penggabungan
Perusahaan Penanaman Modal (merger).

b. atas kegiatan yang masih dalam tahap pembangunan, apabila kegiatan dimaksud
berada pada :

1. perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company), maka dalam
melaksanakan kegiatannya cukup menggunakan Izin Prinsip/ Izin Prinsip
Perluasan yang telah dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan
(surviving company).

2. perusahaan yang menggabung (merging company), maka untuk melaksanakan
kegiatannya perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) harus
mengajukan permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan.

¢. untuk kegiatan yang masih dalam tahap pembangunan namun tidak memerlukan
fasilitas fiskal, perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) dapat
melakukan Pendaftaran atau langsung mengajukan permohonan Izin Usaha/lzin

Usaha Perluasan apabila telah siap produksi/operasi komersial.

BAB X
FASILITAS FISKAL, NON FISKAL DAN INSENTIF DAERAH
Pasal 15

Permohonan fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bagi penanaman
modal diajukan kepada PTSP BKPM.

Permohonan baru fasilitas nonfiskal berupa IMTA diajukan kepada PTSP BKPM.

Permohonan perpanjangan IMTA bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya di Daerah
diajukan kepada KPPT.

Pasal 16

Penanaman modal PMDN yang memerlukan insentif daerah dan/atau kemudahan
penanaman modal di daerah dapat mengajukan permohonan ke KPPT.

Ketentuan mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan daerah dilaksanakan
berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pemberian insentif
dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah.

BAB X1
PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 17

Penerbitan perizinan dan nonperizinan yang diperoleh berdasarkan pendelegasian wewenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ditanda tangani oleh Kepala KPPT atas nama
Bupati.
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BAB XII
PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Pendaftaran Penanaman Modal

Pasal 18

Permohonan Pendaftaran PMDN yang nilai investasinya sampai dengan
Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), yang memerlukan dan yang tidak
memerlukan fasilitas fiskal disampaikan kepada KPPT.

Permohonan pendaftaran diajukan oleh perseorangan warga negara Indonesia dan/atau
badan usaha Indonesia lainnya.

Permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan

formulir Pendaftaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan dilengkapi persyaratan bukti diri
pemohon :

a. rekaman KTP yang masih berlaku;

b. rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan dari
Menteri Hukum dan HAM;

c. rekaman NPWP baik untuk pemohon adalah perorangan maupun badan hukum;

d. permohonan Pendaftaran ditanda tangani diatas materai cukup oleh seluruh
pemohon (bila perusahaan belum berbadan hukum) atau oleh direksi perusahaan
(bila perusahaan sudah berbadan hukum);

e. surat kuasa asli bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak
dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan.

Pendaftaran diterbitkan dalam 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang
lengkap dan benar.

Bentuk Pendaftaran tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Izin Prinsip Penanaman Modal

Pasal 19

Permohonan Izin Prinsip untuk perusahaan PMDN diajukan oleh :

a. perseorangan Warga Negara Indonesia;

b. Perseroan Terbatas (PT) dan/atau perusahaan nasional yang seluruh sahamnya
dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;

¢. Commanditaire Vennootschap (CV), atau Firma (Fa), atau Usaha Perseorangan;

d. Koperasi;

e. Yayasan yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia /Perusahaan nasional yang
seluruh sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia; atau

f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh
pemohon ke KPPT dengan menggunakan formulir Izin Prinsip, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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persyaratan sebagai berikut :
a. bukti din pemohon :

1. pendafiaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran;

2. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk Perseroan
Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), Firma (Fa) atau rekaman
Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi;

3. rekaman pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan
HAM atau pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh instansi
yang berwenang;

4. rekaman KTP untuk perseorangan;

5. rekaman NPWP.

b. keterangan rencana kegiatan, berupa :

1. wuraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi
dengan diagram alir (flow chart);

2. uraian kegiatan usaha sektor jasa.

rekomendasi dari instansi pemerintah terkait apabila dipersyaratkan;

permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh pemohon ke KPPT

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai

cukup yang dilengkapi identitas diri yang jelas dari penerima kuasa.

a o

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Izin Prinsip dengan
tembusan pada :
Kementerian Dalam Negeri;
Kementerian Keuangan;
Kementerian Hukum dan HAM u.p. Dirjen. Administrasi Hukum Umum;
Kementerian yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
Kementerian Negara Lingkungan Hidup [bagi perusahaan yang diwajibkan
AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan
Lingkungan (UPL)];
f. Kementerian Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang
usaha yang diwajibkan bermitra);
Gubernur Bank Indonesia;
Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi penanam modal yang akan memiliki
lahan);
Direktur Jenderal Pajak;
Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
Gubernur Jawa Tengah;
. Bupati Semarang;
Kepala BPMD Provinsi Jawa Tengah.

oo o
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Izin Prinsip diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan
dengan lengkap dan benar.

Bentuk Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

Pasal 20

Permohonan Izin Prinsip Perluasan, diajukan dengan menggunakan formulir Izin Prinsip
Perluasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan dilengkapi persyaratan :

a. rekaman Izin Usaha, bila diperlukan;
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b. rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari
Kementerian Hukum dan HAM;

c. keterangan rencana kegiatan, berupa :

1. uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi
dengan diagram alir (flow chart);

2. uraian kegiatan usaha sektor jasa.

d. rekaman Izin Prinsip dan/atau perubahannya.

e. dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang
mengakibatkan terjadinya perubahan persentase saham antara asing dan Indonesia
dalam modal perseroan atau terjadi perubahan nama dan negara asal pemegang
saham, perusahaan harus menyampaikan :

1. kesepakatan perubahan komposisi saham antara asing dan Indonesia dalam
perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS)/ Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh
pemegang saham dan telah dicatat oleh Notaris atau rekaman Pernyataan
Keputusan Rapat/ Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang
memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri dari pemegang
saham baru;

2. kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai
dengan permohonan terakhir.

f.  Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);

g. Permohonan Izin Prinsip Perluasan :

1. disampaikan oleh direksi perusahaan ke KPPT;

2. permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh direksi perusahaan ke
KPPT harus dilampiri surat kuasa.

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Izin Prinsip
Perluasan dengan tembusan pejabat Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat

.

Izin Prinsip Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 3
(tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar.

Bentuk Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

Pasal 21

PMDN dapat mengubah :

a. ketentuan bidang usaha termasuk jenis dan kapasitas produksi; dan/atau
b. penyertaan modal dalam perseroan;

c. jangka waktu penyelesaian proyek;

yang tercantum dalam Izin Prinsip atau Izin Prinsip Perluasan.

Atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan harus memiliki Izin
Prinsip Perubahan.

Permohonan Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke
KPPT.
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Pasal 22

Perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang wajib memiliki Izin Prinsip
Perubahan meliputi perubahan persentase kepemilikan saham asing serta perubahan
nama dan negara asal pemilik modal asing.

Pada perusahaan terbuka (Tbk) :

a. wajib memiliki Izin Prinsip Perubahan apabila perubahan terjadi pada saham
pendiri/ pengendali yang dimiliki paling sedikit 2 (dua) tahun dan dilakukan di
pasar modal dalam negeri;

b. tidak diwajibkan memiliki Izin Prinsip Perubahan apabila perubahan terjadi atas
saham yang berada dalam kelompok saham masyarakat.

Pasal 23

Jangka waktu penyelesaian proyek ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal
diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal.

Apabila diperlukan, jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diberikan perpanjangan tambahan waktu penyelesaian proyek.

Pasal 24

Perusahaan PMDN yang telah memiliki Izin Prinsip dan telah maupun yang belum
merealisasikan fasilitas fiskal/ nonfiskal atau telah memiliki Izin Usaha, dapat mengubah
lokasi proyek penanaman modalnya.

Atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan mengajukan
permohonan Izin Prinsip Perubahan ke PTSP di lokasi yang baru dengan melampirkan
surat rekomendasi pindah lokasi dari KPPT.

Pasal 25

Perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Pendaftaran atau Izin Prinsip selain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), perusahaan harus melaporkan
perubahan tersebut ke PTSP dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Berdasarkan laporan tentang perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPT
menerbitkan surat telah mencatat perubahan tersebut, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (1), dengan menggunakan formulir Izin Prinsip Perubahan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini dan dilengkapi persyaratan :
a. rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal yang dimohonkan perubahannya;
b. rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari
Kementerian Hukum dan HAM;
c. untuk perubahan bidang usaha (jenis/kapasitas produksi) dilengkapi dengan :
1. keterangan rencana Kkegiatan, berupa wuraian proses produksi yang
mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow
chart);
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2. rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi terkait, bila
dipersyaratkan.
d. untuk perubahan penyertaan dalam modal perseroan dilengkapi dengan :
1. kesepakatan para pemegang saham tentang perubahan persentase saham antara
asing dan Indonesia dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/ Keputusan Sirkular yang
ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat oleh Notaris atau
rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/ Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta
Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan dilengkapi dengan
bukti diri pemegang saham baru; '
2. kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan
sampai dengan permohonan terakhir;
3. khusus untuk perusahaan terbuka (Tbk), permohonan dilengkapi dengan
persyaratan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di pasar modal.
e. untuk perubahan jangka waktu penyelesaian proyek dilengkapi dengan alasan
perubahan;
f. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
g. Permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
1. disampaikan oleh direksi perusahaan ke KPPT;
2. permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh direksi perusahaan
ke KPPT harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup yang dilengkapi dengan
identitas diri yang jelas dari penerima kuasa.

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Izin Prinsip
Perubahan Penanaman Modal dengan tembusan kepada pejabat Instansi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja
sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Bentuk Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kelima
Izin Usaha

Pasal 27

Perusahaan PMDN yang telah memiliki Pendaftaran/ Izin Prinsip/ Surat Persetujuan
Penanaman Modal harus memperoleh Izin Usaha untuk dapat memulai pelaksanaan
kegiatan operasi/produksi komersial kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-
undangan sektoral.

Perusahaan PMDN yang telah memiliki Izin Prinsip Perluasan/ Surat Persetujuan
Perluasan Penanaman Modal, harus memperoleh Izin Usaha Perluasan untuk dapat
memulai pelaksanaan kegiatan operasi/ produksi komersial atas proyek perluasannya,
kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.

Perusahaan PMDN yang tidak memerlukan fasilitas dan tidak memiliki Pendaftaran
Penanaman Modal diwajibkan mengajukan permohonan Izin Usaha pada saat
melakukan produksi komersial.

Perusahaan PMDN yang masing-masing telah memiliki Izin Usaha dan kemudian
melakukan penggabungan perusahaan (merger) langsung mengajukan permohonan Izin
Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger).
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Perusahaan PMDN yang telah memiliki Izin Usaha dapat melakukan perubahan atas
ketentuan yang tercantum dalam Izin Usahanya, meliputi perubahan lokasi proyek, jenis
produksi/diversifikasi produksi tanpa menambah mesin/peralatan dalam lingkup
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha yang sama, penyertaan dalam modal perseroan,
perpanjangan Izin Usaha dengan menga;ukan permohonan Izin Usaha Perubahan.

Izin Usaha berlaku sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali
ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.

Pasal 28

Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2),
ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diajukan ke KPPT.

Atas Surat Persetujuan atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal yang
diterbitkan oleh BKPM sebelum berlakunya Peraturan ini, maka Permohonan Izin
Usahanya, diajukan kepada KPPT.

Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan

ayat (3) diajukan dengan menggunakan formulir Izin Usaha sebagaimana tercantum

dalam Lampiran XII untuk yang berlokasi diluar kawasan industri dan Lampiran XIII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini untuk yang berlokasi

di dalam kawasan industri, dengan dilengkapi persyaratan :

a. Laporan Hasil Pemeriksaan proyek (LHP), untuk permohonan Izin Usaha atau Izin
Usaha Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) yang
kegiatan usahanya memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;

b. rekaman akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari
Kementerian Hukum dan HAM;

c. rekaman pendaftaran/Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan
Penanaman Modal/lzin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman
Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki;

d. rekaman NPWP;

e. bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama :

1. rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT; atau
2. rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah.
f. bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan :
1. rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB); atau
2. rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan.

g. rekaman Izin Gangguan (UUG/HO) atau rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri;

h. rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;

rekaman persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(AMDAL) atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan

Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);

Permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan;

Surat Kuasa bermaterai cukup yang dilengkapi dengan identitas diri yang jelas dari

penerima kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara

langsung oleh direksi perusahaan.

-
.

e
=

Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) diajukan dengan

menggunakan formulir Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal

(merger) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, ¢ .agan dilenghapi persyaratan :

a. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dengan pengesahan dari
Menteri Hukum dan HAM untuk masing-masing usaha;

495




(5)

©

Q)

®

&)

(10)

(1)

(12)

b. Kesepakatan seluruh pemegang saham masing-masing perusahaan baik perusahaan
yang meneruskan kegiatan (surviving company) maupun perusahaan yang
menggabung (merging company) tentang persetujuan penggabungan perusahaan
dalam bentuk akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang
memenuhi ketentuan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas;

¢. Kesepakatan seluruh pemegang saham perusahaan yaitu perusahaan yang
meneruskan kegiatan (surviving company) dan perusahaan yang menggabung
(merging company) tentang rencana penggabungan perusahaan dalam bentuk akta
merger yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM.

d. Rekaman Izin Usaha, Izin Prinsip/Surat Pernyataan Persetujuan Penanaman Modal
dan Perubahannya dari masing-masing perusahaan;

e. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir bagi
perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (surviving company),

f. Surat Kuasa bermeterai yang cukup yang dilengkapi dengan identitas diri yang jelas
dari penerima kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara
langsung oleh direksi perusahaan. ’

Permohonan Izin Usaha Perubahan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5)
diajukan dengan menggunakan Surat 1 ormohonan dengan dilengkapi data pendukung
atas perubahan yang diajukan.

Perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha selain yang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), perusahaan harus melaporkan perubahan dengan
menggunakan Surat Pemberitahuan. Berdasarkan laporan perusahaan tersebut, KPMPT
menerbitkan Surat telah mencatat perubahan.

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5)
diterbitkan Izin Usaha atau Izin Us: wa Perluasan atav Izin Usiha Penggabungan
Perusahaan Penanaman Modal (merger) atau lzin Usaha Perubahan dengan tembusan
kepada pejabat instansi :

a. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
b. Kepala BKPM;

c. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;

d. Direktur Jenderal Pajak;

e. Gubernur Jawa Tengah;

f.

Kepala BPMD Provinsi Jawa Tengah.

Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan atau Izin Usaha Penggabungan Perusahaan
Penanaman Modal (merger) diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Izin Usaha Perubahan diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya
permohonan yang lengkap dan benar.

Bentuk Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bentuk Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bentuk Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam
Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB XIII

PELAYANAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang dan Bahan

Paragraf 1

Permohonan Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Mesin
Pasal 29

Permohonan fasilitas bea masuk atas impor mesin bagi perusahaan PMDN yang telah
mendapat Izin Prinsip Penanaman Modal dari KPPT diajukan kepada PTSP-BKPM.

Paragraf 2
Perubahan/Penambahan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Mesin

Pasal 30
Permohonan Perubahan/Penambahan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Mesin bagi perusahaan
PMDN yang telah mendapat Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29, diajukan kepada PTSP-BKPM.

Paragraf 3
Perpanjangan Waktu Pengimporan Mesin

Pasal 31

Permohonan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pengimporan Mesin bagi perusahaan PMDN
yang telah mendapat Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk, diajukan kepada PTSP-BKPM.

Bagian Kedua
Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan

Paragraf 1
Permohonan Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan

Pasal 32

Permohonan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan bagi perusahaan PMDN yang
telah mendapat persetujuan fasilitas pembebasan atas impor mesin diajukan ke PTSP-BKPM.

Paragrat 2
Perubahan/Penambahan Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan

Pasal 33
Permohonan Persetujuan Perubahan/Penambahan Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan

Bahan bagi perusahaan PMDN yang telah mendapat Surat Persetujuan Fasilitas, diajukan
kepada PTSP-BKPM.
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Paragraf 3
Perpanjangan Waktu Pengimporan Barang dan Bahan

Pasal 34

PMDN yang telah memperoleh fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan, apabila
belum menyelesaikan impornya dalam waktu 2 (dua) tahun diberikan perpanjangan

waktu pengimporan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku
fasilitas barang dan bahan.

Permohonan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pengimporan Barang dan Bahan bagi
perusahaan PMDN yang telah mendapat Surat Persetujuan Fasilitas Penanaman Modal,
diajukan ke PTSP-BKPM.

Bagian Ketiga
Usulan Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Pasal 35

Perusahaan PMDN yang bergerak di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-
daerah tertentu, dapat diberikan usulan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan
badan.

Permohonan usulan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan badan bagi

perusahaan PMDN, wajib pajak dalam negeri perseroan terbatas dan koperasi diajukan
kepada PTSP-BKPM.

Bagian Keempat
Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)

Pasal 36

Perusahaan PMDN yang akan melaksanakan sendiri pengimporan mesin/peralatan dan
barang dan bahan untuk dipergunakan sendiri dan/atau untuk mendukung proses
produksi, harus memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).

Permohonan untuk memperoleh API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
kepada PTSP-BKPM.

Pasal 37

Untuk setiap perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dalam API-P harus mengajukan
permohonan perubahan API-P.

Permohonan perubahan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke PTSP-
BKPM.

Bagian Kelima
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 38

Perusahaan PMDN yang akan menggunakan tenaga kerja asing untuk mendukung
proses produksi, harus mengajukan permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja
Asing (RPTKA).
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Permohonan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PTSP-
BKPM.

Pasal 39

Setiap perubahan dan perpanjangan RPTKA harus memperoleh pengesahan RPTKA.

Perubahan PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan jabatan,
lokasi dan jumlah tenaga asing diajukan ke PTSP-BKPM.

Bagian Keenam
Layanan Informasi Dan Layanan Pengaduan

Paragraf 1
Layanan Informasi

Pasal 40

Layanan Informasi yang terkait dengan penanaman modal dilakukan oleh KPPT kepada
para penanam modal.

Ruang lingkup yang disediakan mencakup informasi dan bimbingan, antara lain tentang:

a. penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan penanaman modal;

b. prosedur alur proses/mekanisme pelayanan penerbitan persetujuan Perizinan dan
Nonperizinan;

c. pengisian formulir permohonan Perizinan dan Nonperizinan;

d. persyaratan, peraturan dan ketentuan yang terkait dengan proses penerbitan
persetujuan Perizinan dan Nonperizinan.

Paragraf 2
Layanan Pengaduan

Pasal 41

KPMPT menyediakan layanan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman
modal bagi para Penanam Modal.

Pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara langsung disampaikan kepada KPPT dan
secara tidak langsung melalui SPIPISE.
BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Semua perizinan dan Nonperizinan PMDN yang telah diterbitkan sebelum berlakunya
Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya perizinan dan
nonperizinan berakhir.
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Permohonan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PTSP-
BKPM.

Pasal 39

Setiap perubahan dan perpanjangan RPTKA harus memperoleh pengesahan RPTKA.

Perubahan PTKA sebagannana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan jabatan,
lokasi dan jumlah tenaga asing diajukan ke PTSP-BKPM.

Bagian Keenam
Layanan Informasi Dan Layanan Pengaduan

Paragraf 1
Layanan Informasi

Pasal 40

Layanan Informasi yang terkait dengan penanaman modal dilakukan oleh KPMPT
kepada para penanam modal.

Ruang lingkup yang disediakan mencakup informasi dan bimbingan, antara lain tentang:

a. penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan penanaman modal;

b. prosedur alur proses/mekanisme pelayanan penerbitan persetujuan Perizinan dan
Nonpenzman

c. pengisian formulir permohonan Perizinan dan Nonperizinan;

d. persyaratan, peraturan dan Kketentuan yang terkait dengan proses penerbitan
persetujuan Perizinan dan Nonperizinan.

Paragraf 2
Layanan Pengaduan

Pasal 41

KPMPT menyediakan layanan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman
modal bagi para Penanam Modal. :

Pengaduan atas penyelenggaraan pelaya.nan penanaman modal sebagalmana dnnaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara langsung dlsampaJkan kepada KPMPT dan ,
secara tidak langsung melalui SPIPISE. D
BABXIV' "
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal42 : ST

Semua perizinan dan Nonperizinan PMDN yang telah diterbjtkan sebelum berlakunya
Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampa1 masa berlakunya perizinan - dan
nonperizinan berakhir.
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BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 08 - ¢3- zof

o~
Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 09 — 09 —2011
Plt: SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
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Lampiran I Peraturan Bupati Semarang
Nomor 39 Tahun 207/
Tanggal 08 -~ 09 - o

Benmk Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal
(Investment Registration Application Form)

PERMOHONAN PENDAFTARAN FENANAMAN MODAL
(APPLICATION FOR INVESTMENT REGISTRATION)

Permohonan PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL ini diajukan kepada Kantor Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk rencana penanaman modal dalam rangka Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007.

This INVESTMENT REGISTRATION is herewith submitted to the One Door Infegrated Services
Office for the purpose of investment under the Investmment Law No. 25 of 2007.

L. KETERANGAN PEMOHON
1. DETAILS OF APPLICANT

Jika perusahaan belum berbadan hukum maka pemohon diisi dengan data seluruh calon
pemegang saham perusahaan yang akan didirikan.

If the company is not yet incorporated, then the applicant data should be filled out with
all participant’s data of the company which is about to be established,

1. Nama Perusahaan (lentatif/tetap)”)

MmeofCampnny (tentative/fixed) ) ¢ eeeneeeei et
2. Nama Pemohon :

Name of Applicant S R
3. Penyertaan Dalam Modal Perseroan

Sharcholding (s)

Hanya diisi untuk perusahaan penanaman modal asing

For forejgn direct investinent company only

R R R Y R Ty P

a. Peserta Asing Alamat dan Negara Rp/US$ ™) % **)
Forejgn Sbamho!der () Asal
Address and Country
of Crigin
Sub Total

 b. Peserta Indonesia Alamat . -
 Indonesian Shareholder (s) Address Rp/US3$ %) %)

¢c. Total (a+b) 100%

- setine which is not spplicable

* -~ lempar saham/the percentage is upon
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4. Alamat Korespondensi

Correspondence Address

- Nomor Telepon
Phone number

- Faksimili
Faxmile

- E-mail
E-maif address

.............................................
..............................................
----------------------------------------------
..............................................
.............................................

---------------------------------------------

5. Akta Pendirian dan Perubahannya (Nama Notaris, Nomor dan Tanggal) dan
Pengesahan  Menteri Hukum dan HAM  (Nomor dan Tanggal)
Py S e -

Company’s Deed of Establishment and its Amendment (Name, Notary and Date) and

Legalisation from the Minister of Law and Human Rights (Number and Date) - .........
Should be filled out if the company is already incorporated

. KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL

DESCRIPTION OF INVESTMENT/FPROJECT PLAN

Jika penanaman modal yang direncanakan akan mencakup lebih dari satu bidang usaha
dan/atau direncanakan akan berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota atau lebih dari
satu Provinsi, maka rencana kegiatan (bidang usaha, lokasi , jenis/kapasitas produksi
dan nilai investasi) harus dirinci untuk setiap bidang usaha dan/atau untuk setiap lokasi.
If the proposed investiment/project is planned to cover more than one sector/ line of
business and/or planned to locate in more than one Regency/Municipality or more than
onc Province, then the investment/project plan (line of business, location,
type/production capacity and investment fands) should be specified for each sector/ line
of business and/or for each location.

.
.
1. Bidang Usaha D rvesettensnesrenssraresnsnresrasiasonnarrase
: .
.
Line of Business D eteisresensrasesennrnanentatirransesnannanas
2. kaasx Pmyek
.
I ttesentusisesereoniransarnsntiesnerrassnsese
H -
Regency/Municipality T eeearaeeeraansreieans vererseesrrasnarenes
Provinsi D hecssereterriesreessntaesittssieseararananten
* *
Province D aenseirrenssseersreantorrarsrsserassatasointe

3. Produksi Per Tahun

Production per Year
Jenis Barang/Jasa KBLI - Satuan | Kapasitas Keterangan
Type of Goods/Services |  (Standard Unit Capacity Remark
Classification of
Indonesia |
Business Field)
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4. Investasi (Rp/US$)*) D e oo
") coret yang tidak periu

3. Investment (Ro/USS) )
") stripe which is not applicable

-----------------------------------------

PERNYATAAN

DECLARATION

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh seluruh
pemohon afau kuasanya di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/dala baik yang terlampir maupun yang
disampaikan kemudian.

We acknowledge that this application has been properly and duly executed, signed by all
applicants or theirs representative which is authorized by the Fower of Aftorney with
sufficient stamp duty and We (the participants) are responsible for Ifs accuracy, correctness
and completeness including all attached documents/ data or submitted later.

................................ O « I
Pemohon,
Applicant
Materai Rp. 6.000,-
Stamp Duty of Rp. 6.000,00
Tandatangan dan Nama jelas
Name and Signature
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Lampiran :
Enclosures :
1. Surat dari instansi pemeriniah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan

olch Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia
untuk pemohon adalah Pemerintah Negara Lain;

Letter of recommendation from the related country or letter which is issued by the
£mbassy/ Representative Office of the related country in Indonesia if the applicant fs
The Government of another country;

2. Rekaman paspor yang masih berlaku untuk pemohon adalah perseorangan asing;
Copy of valid passport if the applicant is foreign individual:
3. Rekaman Anggaran Dasar (Article of Association) dalam bahasa Inggris atau

terjemahannya dalam bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah untuk pemohon
adalah badan usaha asing;

Copy of Arficle of Association of the company in English or its ranslations in Bahasa
~ from sworn translator if the applicant is forejgn company;
' 4. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku untuk pemohon adalah
perseorangan Indonesia;
Copy of valid Identity Card (KTF) if the applicant is Indonesian individual;

5. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pemochon adalah badan usaha
Indonesia;

Copy of Article of Establishment of the company and any amendment (s) and approval
form the Minister of Law and Human Rights if the applicant is incorporated under the
law of Republic of Indonesia;

6. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NFWP) baik untuk pemohon adalah
perseorangan Indonesia maupun badan usaha Indonesia;

Copy of Tax Registration Code Number (NPWP) for the applicant, either for

Indonesian individual or company which is incorporated under the law of Republic of
(T 7. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh seluruh pemohon (bila
perusahaan belum berbadan hukum) atau oleh direksi perusahaan (bila perusahaan
sudah berbadan hukum) dilengkapi Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan
permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi
perusahaan. (kefentuan tentang surat kuasa diatur pada Pasal 63 Peraturan ing).

This application should be properly and duly signed with sufficient stamp duty by all
applicants (if the company is not yet incorporated) or by the company’s Board of
Drrectors (if the company Js already incorporated) attached with Power of Atiorney
with sufficient stamp duty from whom sjgns and/or submits the application if the
applicant is represented by another party (provisions concerning the Fower of
Atforney 1s strictly regulated-in this requlation (article 63).




LampiranII  Peraturan Bupati Semarang
Nomor 4 Tahun 2o/
Tanggal o8 - ©09- gon

Bentuk Pendaftaran Penanaman Modal

KOP SURAT KPPT KABUPATEN SEMARANG

PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL
Nomor Perusahaan®):
Nomor

Schubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal .... ., dengan
ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 ’l’ahun 2007 tentang
Penanaman Modal, Pemerintah Republik Indonesia memberikan PERSBI‘UJUAN AWAL

PENANAMAN MODAL sebagai berikut :

Nama Perusahaan
Nama Pemohon **)
Alamat Korespondensi
Lokasi Proyek

Bidang Usaha *)
Produksi

SR

Jenis Barang/ Jasa KBLI Keterangan

------------

4P BITHLELIALUSEREIRSOEEN POV

IR RIS P E TP IUICL ISP ERUESoeNuvned | 000ssveneeer | vesevsterssssivIvstAUREETILOIBEN

6. Rencana Investasi : Rp/US$™*")

E f
S = Feryynateu scrst Prantaran Prsides No. 111 Tabum 2007
) Coret yurg tidak porie

KEPALA KPPT KABUPATEN SEMARANG -

L mmwmmwmmmmamhpmmm

2 mmwmmm pendirien perusshanss paling lumbat dulsm jangks wakiu 6 (enanm) bulan sejak
3. Apebila ads porabahan ates Bidsng Usaia (butir 5), pemobon hazus melskukan Pendaftaran stas bidang ussha yang diminati.




Lampiran Il Peraturan Bupati Semarang

Nomor JY Tahun Jo¢
Tanggal 08 - 09 - Qefr

Bentuk Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal

PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL

Permohonan IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL ini diajukan kepada Kantor Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mendapatkan persetujuan fasilitas penanaman modal
dalam rangka Undang-Undang Nomor 25 Talun 2007.

1. KETERANGAN PEMOHON
1. Nomor Pendaftaran (jika ada)

---------------------------------------------

----------------------------------------------

2. Nama Perusahaan
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

----------------------------------------------

4. Akia Pendirian dan Perubuhannye
(Narma Notaris, Nomor dan Tanggal)

..............................................

5. Pengesahan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia (HAM)
(Nomor dan Tanggal)

6. Alamat Lengkap termasuk

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

- v - Nomor Telepon

« Faksimili
= E-mail

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

----------------------------------------------

----------------------------------------------

IL. KETERANGAN RENCANA PROYEK

A. RENCANA KEGIATAN
Jika proyek direncanakan akan mencakup lebih dari satu bidang ussha dan atau
direncanaken akan berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota, maka rencana
kegiatan (bidang usaha, lokasi, produksi, pemasaran, penggunaan tanah, fenaga
kerja dan investasi) harus dirinci untuk setiap bidang usaha dan/atau untuk setiap
lokasi, :

----------------------------------------------

1. Bidang Usaha

2. Lokasi Proyek
Alamat
Kabupaten/Kota
Provinsi

..............................................

.............................................

----------------------------------------------




Produksi Per Tahun

(dihitung sjak tanggal Izin Prinsip diterbitkazn)

RENCANA PERMODALAN

Sumber Pembiayaan (Rp/USS$) *)

a. Modal Sendiri I teesresesenns bevesansrasnneens

b. Laba ditanam kembali :

c. Pinjaman ] eiesreresaieneasentriaenriosene
- Pinjaman Dalam Negeri =~ ¢ ceereriiiiiii
- Pinjaman Luar Negerl =~ @ .

Jumlah **) D erecreseresneiasraceneaiinren

*) Coret yang tidak perlu
**) Jumiah sumber pembiaysan ssma besar dengen jumlsh rencans investasy.

Modal Perseroan (Rp/US$)*)

a. Modal Dasar L e eeerr et
b. Modal Diterapatkan L eveastersereeraarasrniannan
c. ModalDisetor ®) e
%) Coret yang tidak periu

*%) Modsl disctor sama besar dengan modal ditempatkan
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Jenis Barang/Jasa KBLI Satuan Kapasitas Keterangan
Pemasaran Per Tahun
Jenis Barang/Jasa Ekspor (%)

Perku'aan N:lax Fkspor per tahun USS e
Luas Tanah yang diperlukan D vevenrenscsesmrnses s sne s eesen. M2/ Ha®)
9 Coref yang tidak periu
Tenaga Kerja Indonesia S OUOOURPRUURPRR o < ¢ 14
Investasi (Rp/US$)*)
a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tanah 1 rereesseettaseereneonseesassones

- Bangunan / Gedung Doeeee ceereinseiessenrinasnossen

- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang T secrresesmenesene treeestnaensases

~ Lain-lain D eeecesssesessacsnsercenes covese

sllbj‘mﬂal‘ ' : .“.O.lt."iD;.Q.'.'Il"‘l-ll'l"

b. Modal Kerja (untuk 1 furn over) D iiecseconisianins cevrerensrnses

Jumlah**) Derervesenens crrerenciteaiesnane

*} coret yang tidak periu

*) termasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang skan dimpor.
Wakitu Penyelesaian Proyek D ereerrrerrreessmnsiisnenennss DUIAN




3. Penyertaan Dalam Modal Perseroan
Hanya diisi oleh perusahaan penanaman modal asing

a. Peserta Asing Rp/US$ *) % **)
T 3 T B
b. Peserta Indonesia Rp/US$ *) % **)
¢c. Total(a+b) ™) | eiiiieeiinn 100%
*} Coret yang tidak periu
**) Prosenfase adalah atas nilai nominal modal ssham bukan lembar sahan
***) Total penycrtaan modal dajam perservan sama besar dengan modal disetor
1H. PERNYATAAN
I. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap
masyarakat dan lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang

ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.

2. Perraohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas
materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk
dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

........................................

Nama dan Jabatan Penandatangan
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LAMPIRAN :

®

N

Bukti diri pemohon :

a. Rekaman Pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran

b.  Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya.

¢.  Rekaman Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM.

d. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Keterangan rencana kegiatan, berupa :

a. Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang
mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/ flow chart.

b. Uraian kegiatan usaha sektor jasa.

Rekomendasi dari instansi pernerinta’. terkait, bila dipersyaratkan.

Permohonan ditandatangani di atas 1aaterai cukup clch direksi perusahaan dilengkapt

Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan

secara langsung oleh direksi perusahaan (ketentuan tentang surat kuasa diatur dalam

Pasal 63 Peraturan ini)
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Lampiran IV Peraturan Bupati Semarang
Nomor 94 Tahun go0(f
Tanggal D8 ~ 09 - #o1r

Bentuk Izin Prinsip Penanaman Modal

KOP SURAT KPMPT KABUPATEN SEMARANG

IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL

Nomor

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal
., dan mempcrhatlkan Pendaftaran Penanaman Modal Nomor ..
tanggal ................ (bzia ada), dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1995 jo. Nomor 17 Tahun 2006 tentung Kepabeanan, Undang-Undarny Nomor 7 Tahun
1983 teutang Fajak lenghasilin scbagaiuana telah diubah terakidr ciengan Nomor 36
Tahun 2008, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PENANAMAN
MODAL scbagai persetujuan prinsip fasilitas fiskal dan izin sementara sampai dengan
perusahaan memperoleh Izin Usaha, sebagai berikut :

I. DATA FROYEK:

1. Nama Perusahaan
2. Alamat

3. Lokasi Proyek

4. Bidang Usaha *)

Jenis Barang/ Jasa KBLI | Satuan Kapasitas Keterangan

Pas;mmtxnm}hatumnmdcnﬂa IIIT:&MZOWMWMW

5. Nama pemegang saham )
Y} prosontase aias rilai nominal modal seham

- 6. Nilai Investasi (Rp/USS$)*)
o a. Modal Tetap
- Pembelian dan Pematangan Tanah D beererrreaseeserrnsanesserasannes
- Bangunan / Gedung S eesvhtersenasansaasasnnencianms
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang @ ..o
- Lain-lain D eeeressisncnsuritarstsssrarseanes
Sub Jumlah D eereeeteerrernreneetnereaannsans

b. Modal Kerja (untuk 1 fwurn overd D evnsressenrenserasraserssnsrasans

.
Jumlah*) O o

) coretyang tidsk periu
) termasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang skan diimpor.

7. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia

i, Fasilitas Penanaman Modal :
1. Pembebasan Bea Masuk afas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai dengan
Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009.
2. Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk Penanaman Modal di bidang —
bidang usaha fertentu dan/atau di daerah-daerah ferfentu, sesuai Peraturan
Pemberintah No. 1 Tahun 2007 jo. No. 62 Tahun 2008.
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ﬂﬁpﬁl UlULGAIL VUQILIARIC Wi il yidteh MilivWApailill] of thhaeir mawm mmmee mem e e 7o
KEPALA KPMPT KABUPATEN SEMARANG

Tembusan kepada yth. :
1. Kementerian Dalam Negeri;

2. Kementerian Keuangan;

3. Kementerian Hukum dan HAM u.p. Dirjen. Administrasi Hukum Umum;

4. Kementerian yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;

5. Kementerian Negara Lingkungan Hidup [bagi perusahaan yang diwajibkan AMDAL atau Upaya
Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)];

6. Kementerian Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan

bermitra);
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi penanam modal yang akan memiliki lahan);
9. Direktur Jenderal Pajak;
10. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
11. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
12. Gubernur Jawa Tengah;
13. Bupati Semarang;
14. Kepala BPMD Provinsi Jawa Tengah.
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Nifiror o

Lampiran V. Peraturan Bupati Semarang
Nomor 9y Tahug 201
Tanggal O ol

Bentuk Permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
PERMOHONAN IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL

Permohonan IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL diajukan kepada Kantor
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mendapatkan persetujuan fasilitas atas
periuasan penanaman modal dalam rangka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007,

1. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

3. Akta Pendirian dan Perubahannya
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)

4. Pengesahan Menteri Hukum dan D reeeteraseranetasassrenenesansnranastans
Hak Asasi Manusia (Nomordan hqggal)

5. Alamat Lengkap termasuk

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

.............................................
a. Nomor Tele :

0; e L ereetessesesatsnersenenanetatiennennrnees
b. Faksitml et eeereiverseteenteee st sarebacsnns

.
.
¢. E-mail D ereverenvencnaneanee rreresonenssirnnnnes

6. Nomor dan Tanggal
Izin Prinsip/ Izin Usaha
serta perubahannya

.............................................

IL KETERANGAN RENCANA PROYEK
A. RENCANA KEGIATAN
Jika Jokasi proyek sama dengan kegiatan usaha scbelumnya maka sebelum
melakukan perluasan, perusahaan wajib memiliki Jzin Usaha terlebih dahulu dan
formulir permohonan izin prinsip perluasan ini hanya diisi dengan dats tambahan
kapasitas.
Jika lokasi proyek perluasan berbeda dengan kegiatan usaha sebelumnya dan
direncanakan akan berads di lobi - dard satu Kabapatcn/Kota, 1 aka data tambahan
kapasitas dalam formulir permohionan izin prinsip perluasan ini harus dirinci unituk

setiap lokasi.
1. Bidang Usaha D ererieesinesesenasnsisssererniansrreseniiores
2. Lokasi Proyek _ ‘
Alamat D eeerierarernetaneersesainenesrererariserarane
Kabupaten/Kota D reveereraseerereesacinensenstareriretinrarns
Provinsi D i eenereereeeteisiaereeaanetasaaranerieaaas
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3. Produksi Per Tahun

Jenis Barang/Jasa KBLI Satuan Kapasitas Keterangan

sesgeerrrvrs | vaessrresann | ssresrsesese

-------------------------------

-------------------------------------------------------

.........................................

4. Pemasaran Per Tahun

Jenis Barang/Jasa Ekspor (%)
Perkiraan Nilai Ekspor per tahun TUSS (oo
5. Luas Tanah yang diperlukan D rreereererrneteensssres s eeseeeneess ME/Ha®)
%) Coret yang tidak periu :
6. Tenaga Kerja Indonesia RN o + - {1 4
7. Investasi (Rp/USH*) :
e a. Modal Tetap
o ~ Pembelian dan Pematangan Tanah T eeevieaseecrresreessesanassnasms
- Bangunan / Gedung D oeeensrenns
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang D avereeersrescseenansnnenseanaene
- Lain-lain D oereserersrenes wsessrssreanysspass
Sub Jumlah D osesseenns revesarnnenee ceevesenns
b. Modal Kerja (untuk 1 furn over) 1 cessaresernns reertersersranssnns
Jumiah**) Terereenes ceesensans veerrareeases
*) Coret yang tidsk perln
) termasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang sksn diimpor:
8. Wakiu Penyelesaian Proyek P evieses ceresssnsnsnmseneDUIAN
(dihitung scjak tanggal Izin Prinsip Perluasan dztezb:tkmz)
- B. RENCANA PERMODALAN
o 1. Sumber Pembiayaan (Rp/US$)%)
a. Modal Sendiri D eeeenrecsesrersasesncassnaseanne
b. Laba ditanam kembali D emecereresseserasatasancisanenn
¢. Pinjaman . creneane veeserecasenie
- Pinjaman Dalam Negeri D eeerrerrereraeesrerneraveraseanne
- Pinjaman Luar Negeri 1 veeseressariesanarivensresnei
Jumlah **) D eeesebreenvenaeessirenseonsssine

*) coret yang tidak perlu
**} Jumiah sumber pembigyasn sama dengan jumiah rencana investasi.

Modal perseroan dan penyertaan dalam modal perseroan yang dicantumkan merupakan.
total modal perusahaan ( modal kegiatan sebelumnya dan modal untuk perluasan )

2. Modal Perseroan (Rp/US$)*)

a. Modal Dasar D eetreeransassasesereanerrererenn
b. Modal Diterapatkan 1 eeeteccrsesiernentriasesensrens
¢. Modal Disetor **) D eeee ceressinas eseensreveres

Y coret yang tidak perlu
*%) Modda! disctor sama dengan modal ditenps fan.,
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3. Penyertaan Dalam Modal Perseroan
Hanya diisi apabila ada perubshan penyerisan modal pada perusahasn penanamsn modal asing

Semula o
Pemegang Saham (sesuai lzin Prinsip) Menjadi
a. Peserta Asing USS$./Rp.%) %**) US$./Rp. .5 %**)
SubTotal ] s e b e
b. Peserta Indonesia US$./Rp..Y) | %*) US$./Rp..") %**}
Sub Total (U I S OO SO
c. Total (a+b)™™) | ... 100% | coeeeeenen. 100%
*) Coret yang tidak periu
*) Proscntase adalgh ahsndanommﬂmodﬂsahambuhnlcmbar.wbam
%) Total penyeriaan modal dalsm perseroan sama besar dengan modal diselor
I PERNYATAAN
1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap
masyarakat dan lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang
ditimbulkan termasuk penggmmankcrugxmkepada masyarakat.
2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas
—~ materai yang cukup dan sewakiu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk
N dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.
.......................................... 20....
Pemohon,
Tanda Tangan
Materai Rp. 6.000,-
Narma dan Jabatan Penandatangan
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LAMPIRAN :

Rl

PN,

Rekaman Izin Usaha atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), bila diperiukan.

Rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau pcrubahannya

Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari
Departemen Hukum dan HAM;

. Keterangan rencana kegiatan, berupa

a. Ketcrangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan
Jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/ flow chart.

b. Uraian kegiatan usaha sektor jasa.

Dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang mengakibatkan

terjadinya perubahan prosentase saham asing, perusahaan harus menyampaikan :
a. Kesepakatan perubahan komposisi saham antara asing dan Indonesia dalam
perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS)/Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang
saham dan telah dicatat/didaftarkan (waarmerking) oleh Notaris atau rekaman
Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang
memenuhi ketentuan pasal 21 dan Bab VI UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perscroan Terbatas.
b. Bukti diri pemegang saham baru, dalam bentuk
1. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya dengan pengesahan dari Departemen
Hukum dan HAM, serta rekaman NPWP bagi badan hukum Indonesia;

2. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku serta NFWP bagi
perorangan warga negara Indonesia;

3. Rekaman Paspor yang masih berlaku bagi perorangan warga negara asing;

4. Rekaman Akta Pendirian (Article of Association) dan terjemahannya dalam bahasa
Indonesia atau bahasa Inggris bagi badan hukum asing.

¢. Kronologis penyertaan dalam modal perseroan seJak pendirian perusahaan sampai
dengan permohonan

Rekomendasi dari instansi pemenntah terkait, bila dipersyaratkan.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan dilengkapi

Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan

secara langsung oleh direksi perusahann (ketentuan tentang surat kuasa diatur dalam

Pasal 63 Peraturan inj).




Lampiran VI  Peraturan Bupati Semarang
Nomor 39 Tahun 20U
Tanggal 0§- 09 - Zoll

Bentuk Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

KOP SURAT KPPT KABUPATEN SEMARANG

IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL

Nomor :

Schubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan  tanggal
sssttenssessmmnnnenry, QA1 memperhatikan Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor ..............
dan Izin Usaha NOMOL ...cvrvresessnse (bila ads), dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 jo. Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Nomor 36 Tahun 2008, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP
PERLUASAN PENANAMAN MODAL scbagai persctujuan prinsip fasilitas fiskal dan izin
sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha Perluasan, sebagai berikut :

L Data Proyek:

1. Nama Perusahaan

2. Alamat

3. Lokasi Proyek

4. Bidang usaha %
Produksi

% Fersyaratan sesuxi Peratursn Presiden No. 171 Tk 2007 dan persturan sektors]

. pemegang saham
6. Nilai Investasi (Rp/US$)")
a. Modal Tetap
Pembelian dan Pematangan Tanah D orenes reeaversreevresernnarsrasens
Gedung :

b. Modal Retja (untuk 1 furn over) § reerareesrareasrrerronairereraras

Jumla}‘“) Mm’ :..-.-tolloovovuo---i -------------
%) corct yang b a )
) fermasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang skan diimpor.

7. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia
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H. Fasilitas Penanaman Modal :

1. Pembebasan Bea Masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai dengan
Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009.

2. Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk Penanaman Modal di bidang —
bidang usaha tertentu dan/ atau di daerah-daerah tertentu, sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 jo. Nomor 62 Tahun 2008.

HI. Lain-lain :
1. Jangka wakiu penyelesaian proyek paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya

2,
3.
4.

7.

L

6.

7.
8.
9

10.
1L
12.
13.
14.

1zin Prinsip Penanaman Modal.

Permohonan untuk mendapatkan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud
dalam butir Il disampaikan kepada PTSP BKPM;

Perusahaan yang siap berproduksi komersial wajib mengajukan permohonan Izin
Usaha Perluasan ke PTSP yang menerbitkan Izin Prinsip Perluasan;

Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan -Penanaman Modal (LKPM) dan
melaksanakan ketentuan lingkungan hidup, sesuai ketentuan yang berlaku;
Khusus untuk perusahaan penanaman modal asing, dalam hal terjadi ?ersehahan
diselesaikan secara musyawarah, Pemerintah Indonesia bersedxa _ mengikuti
penyelesaian menurut ketentuan konvensi tentang penyelesaian persehszhan antara
Negara dan Warga Negax:hAsingemmlgenai penanaman modal sesuai dengan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968.

diubah bilamana ternyaia penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

KEPALA KPPT KABUPATEN SEMARANG

.........................................................

Tembusan kepada yth. :

Kementrian Dalam Negeri;

Kementrian Keuangan;

Kementrain Hukum dan HAM u.p. Dirjen. Administrasi Hukum Umum;

Kementrian yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;

Kementrian Negara Lingkungan Hidup [bagi perusahaan yang diwajibkan AMDAL atau Upaya
Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL));

Kementrian Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan
bermitra);

Gubernur Bank Indonesia;
Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi penanam modal yang akan memiliki lahan);
Direktur Jenderal Pajak;
Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
Gubernur Jawa Tengah;
Bupati Semarang;
Kepala BPMD Provinsi Jawa Tengah.
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Lampiran VI Peraturan Bupati Semarang
Nomor 3({ Tahun Jo(f
Tanggal 28 - 09 ~ Jolt

Bentuk Surat Pengantar Permohonan Perubahan Penyertaan Dalam Modal Perseroan

KOP SURAT KPPT KABUPATEN SEMARANG

Nomor : " » 20
Lampiran :
Perihal  : Pengantar permohonan Kepada yang terhormat :
perubahan penyertaan JL. Jend Gatot Subroto No. 44
dalam modal persercan Jakarta Selatan 12190
- AN PT e - atau
: Kepala PDPPM/PDKPM
) PO
Dengan ini kami beritahukan bahwa pada tanggal . , kami

telah menerima permohonan perubahan penyertaan dalam modal perseroan dari :

Nama Perusahaan : PI. , '
Izin Prinsip PNO i tanggal ... , (bile ads)
Bidang usaha :

Wmmwmmwmmmmmmmmm ‘

Memperhatikan ketentuan penyelenggaraan PISP di bidang penanaman modal
C berdasarkan Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu
Pintu di Bidang Penanaman modal, maka bersama ini sampaikan berkas permohonan
dimaksud untuk dapat ditindaklanjuti sesusi dengan peraturan perundangan-
undangan.

KEPALA KPPT KABUPATEN SEMARANG

*) coret yang tidak perlu
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Lampiran VIII Peraturan Bupati Semarang
Nomor YY Tahun J0((
’_l‘anggal 08 - 89 - 201t

Bentuk Formulir Laporan Perubahan
LAPORAN PERUBAHAN KETENTUAN PENANAMAN MODAL

Laporan ini disampaikan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk
diketahui dan dicatat sebagai perubahan atas ketentuan penanaman modal yang sebelumnya
telah dinyatakan dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan NOMOX suwwwne tanggal
............................ alas nama PT. i, sScbagai berikut

KETENTUAN®) SEMULA *) MENJADI *) ALASAN PERUBAHAN

Nama Peruszhaan

Alamat

Lokasi Proyek **)

Nilai investasi ***)

Penggunaan tenaga kerja
Indonesia

L I 2 X Y L P seaavssscva

29PN ICILIROSRGRBOROPTRISLE Y

®stevusavossssuessrssvansry

) yang diisi hanys ketentuan yung skan diubah ) . .
ﬁmmmmaﬁgdmmwmmgmﬂughdmgmﬂ

ﬂmmm%MpmMW 20
...... cersseranresnissesisnsnmmgresnsaseesdOnrace
Materai Rp. 6.000,-
...... DmeksxPerusahaan
Lampiran :

1. Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan. )

2. Data pendukung ©) yang menjadi dasar dari perubahan ketentuan yang dilaporkan a.l
kesepakatan pemnegang saham (RUPS), anggaran dasar perusahaan dalam bentuk Akta
Notaris disertai pengesahan/persetujuan Menteri Hu!:um ‘dan HAM dll.

3. Laporan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan.

O)Data pendukung yang diterbitkan diluar negeri dilegalisasi olch notaris setempat atau okeh perwakilan negars
penerbit data tersebut di Indonesia.
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Lampiran IX Peraturan Bupati Semarang
Nomor J¢y Tahun gou
Tanggal pg - 09- gott

Bentuk Surat Pencatatan Perubahan Ketentuan Penanaman Modal
KOP SURAT KPPT KABUPATEN SEMARANG

Nomor : ’
o Sifat :
o Lampiran :
Hal : Pencatatan perubahan ketentuan
penanaman modal
Yth.

Direksi PT

20.....

Sehubungan dengan laporan yang Saudara sampaikan tanggal ......... cecsnaraneny
dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal, kami felah mencatat perubahan ketentuan penanaman modal
yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan No .............. tanggal
msesnansnennreeenenerey $EDAZAT berikut

KETENTUAN®) SEMULA *) MENJADI *)
Nama Perusahaan
Alamat
Lokasi Proyek **)
Penggunaan  tenaga  kerja
Indonesia

it LA L] sssevscnan

------ L R I I I

AP FOSEVSARCV IR RV IVSISVERNRT RS

')Mnh&mﬁaﬂmm
*3 mmwmwmwmmmmmmmm

ﬁﬁmmmhnmmmmmmm

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA KPPT KABUPATEN SEMARANG
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Lampiran X Peraturan Bupati Semarang
Nomor JY Tahun 20/
Tanggal 08 ~0g- gefr

Bentuk Permohonan Izin Prinsip Perubahan

PERMOHONAN IZIN PRINSIP PERUBAHAN
Permohonan IZIN PRINSIP PERUBAHAN ini diajukan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSF), untuk perubahan ketentuan penanaman modal yang tercantum dalam lzin
Prinsip/1zin Prinsip Perluasan sebagai berikut :
L. DATA PEMOHON

1. Nomorlzin Prinsip / Izin Perluasan  : .........coooiiiiiiiiiiiiieeeeeernnnn,

\ 2. N Perusahaan :
o . ama T eesteravemecesesstsverrensrensenarerereennns
Ny 3
Alamat Le; :
. Ala L teeeeereertriteenrtasernracnateraretttetrenns
.............................................
.
- Nomor Telepon D resssertenersrttesannrnsesntarersrsnsnsrrasns
- Faksimili :
LR X A A A N R T R N P N R R AR P E R RN RN RSN PNy
.
- E-mail :
L erereaeieerenereraeaenenseseneatoeannaann
4. No dan T; :
- 4 CSRFAD IS IV NPRLBERISREEGS SEASBIRIRPEDI N PO S LA

Izin Prinsip / Izin Prinsip Perluasan/ Izin Prinsip Perubahan/
Izin Usaha / Izin Usaha Perluasan / Izin Usaha Perubahan
yang teleh dimiliki)

IL. KETERANGAN PERUBAHAN

A. PERUBAHAN BIDANG USAHA
Perubahan bidang usaha dari yang tercantum dalam Izin sebelumnya.

Semula
e Bidang Usaha : Bidang Usaha :

B. PERUBAHAN RENCANA KEGIATAN »
Jika perubahan yang dimohonkan berupa penambahan bidang usaha yang lebih dari
satu sektor dan/atau direncanakan akan berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota,
maka rencana kegiaian (bidang usaha, lokasi, produksi, pemasaran, penggunaan
tanah, tenaga kerja dan rencana investssi) harus dirinci untuk setiap sekfor usaha
dan/atau untuk setiap lokasi.

1. Bidang Usaha : Semula' .................................
2. Lokasi Proyek DoSemula ..oeviiiniiiiinnenieninnnine,
(Kabupaten/ Kota - Provinsi) Menjadi .......coovvviiiiiiinnninnen.

3. Produksi dan Pemasaran Per Tahun
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Semula :

Jenis Barang/Jasa |  KBLI Satuan | Kapasitas Ekspor Ket
Menjadi :
Jenis Barang/Jasa |  KBLI Satuan | Kapasitas Ekspor Ket
a " Perkiraan Nilai Ekspor per tahun 3 01X JON R
Cahhn:BuﬁM,.S,?diiﬁhmmbﬂaadaperubahanghbatadanyapembahanbﬂang
usaha, jenis dan kapasitas produksi dan/atau lokasi
4. Luas Tanah yang diperlukan ... m¢/ha®)
*) Coret yang tidak periu
5. Tenaga Kerja Indonesia D eeverssessmmmnsssisssessesssesesss OTANG
6. Rencana Investasi (Rp/US$) *)
a. Modal Tetap
PembeliandanPcmatanganTanah D erreereserenes reveressseressamm
Mesm/PeralaiandanSukuCadang .................................
laindaing 0 eeeissesecieniienicenisine
SubJumlash e
O b. Modal Kerja (untuk 1 furn over) ceeveerseeneensnsnseensasten
Jumish ™) e
%) Coref yang tidak periu

#) termasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.
¢. Sumber Pembiayaan (Rp/ US$) N

3. Pinjaman
- Pinjaman Dalam Negen .................................
PinJamanLuarNegcn :

*) coref yang tidak per]u
) jumlah sumber pembiayaan sama besar dengan jumiah rencana investasi.

---------------------------------

ooooooooooooooooooooooooooooooooo

C. PERUBAHAN PENYERTAAN DALAM MODAL PERSEROAN
1. Modal Perseroan (Rp/US$)")
a. Modal Dasar
b. Modal Ditempatkan
c. Modal Disetor **)
¥ coret yang tidak perlu
* Modal disetor sama besar dengan modal ditempatkan.

.................................
SsachrenaserTreRtIERERTRNE LD elen

---------------------------------
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2. Penyertaan Dalam Modal Perseroan
Hanya diisi oleh perusahaan penanaman modal asing
Semuls :
a. Peserta Asing Rp/US$ %) %)
Sub Total
b. Peserta Indonesia Rp/US$ *) % **)

------------------------------------------------------------------------------------

c. Total (a + b)*™*) 100%

Menjadi :

------------------------------------------------------------------------------------

Sub Total
b. Peserta Indonesia ; Rp/US$ *) % **)

------------------------------------------------------------------------------------

c. Total (a +b) **¥) | 100%
) *) coret yang tidak perlu

**) prosentase terhadap nominal saham bukan terhadap lembar saham
**%) total jumlah penyertaan modal dalam perseroan sama dengan modal disetor

D. FPERUBAHAN WAKTU PENYELESAIAN PROYEK
1. Usulan wakiu penyelesaian proyek s/d. :

2. Alasan permohonan perpanjangan waktu:
IIL PERNYATAAN

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap
masyarakat dan lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang
ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.

2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani olch yang berhak di atas
materai yang cukup dan sewaktu-wakiu dapat dipertanggungjawabkan termasuk
dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

----------------------------------------

Nama dan Jabatan Penandatangan
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LAMPIRAN :

1. Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang dimohonkan perubahannya,
2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari
Departemen Hukum dan HAM;
3. Untuk perubahan bidang usaha (jenis/kapasitas produksi) dilengkapi dengan :
a. keterangan rencana Keglatan, berupes uraian proses produksi yavg mencantumkan
Jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram aliv/ fdow chart,
b. rekomendasi dari instansi pemerintah ferkait, bila dipersyaratkan.
3. Untuk perubahan penyertaan dalam modal perseroan dilengkapi dengan :
a. Kesepakatan para pemegang saham fentang perubahan penyertaan dalam modal
perseroan, dalam bentuk :

e Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) / Keputusan Sirkular
yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat/didaftarkan
(waarmerking) oleh Notaris serta memenuhi ketentuan pasal 21 dan Bab. VI
dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, atau Rekaman
Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Nolaris.

b. Bukti diri pemegang saham baru, dalam bentuk :
e Rekaman Akia Pendirian dan perubahannya dengan pengesahan dari
" Departemen Hukum dan HAM, serta rekaman NPWP bagi badan hukum
o Indonesia,
¢ Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku serta NPWP bagi
perorangan warga negara Indonesia;
¢ Rekaman Paspor yang masih berlaku bagi perorangan warga negara asing;
e Rekaman Akia Pendirian (Article of Association) dan terjemahannya dalam
bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bagi badan hukum asing. ‘
c. Kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai
dengan permohonan terakhir. )
4. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir. ‘ .
5. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi pemsahaan dn}engkapx
Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan
secara langsung oleh direksi perusahaan (Kefentuan fentang surat kuasa diatur dalam
Pasal 63 Peraturan ini)
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IIL. Lain-lain :

1. Jangka waktu penyelesaian proyek paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya
Izin Prinsip Penanaman Modal.

2. Permohonan untuk mendapatkan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud
dalam butir Il disampaikan kepada PTSP BKFM, _

3. Perusahaan yang siap beroperasi/berproduksi komersial wajib mengajukan
permohonan Izin Usaha ke PTSP yang menerbitkan Izin Prinsipnya.

4. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM),
melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan-ketentuan lainnya. -

5. Khusus bagi perusahaan penanaman modal asing, dalam hal terjadi persehsxhan
antara perusahaan dengan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak dapat
diselesaikan secara musyawarah, Pemerintah Indonesia bersedia _ mengikuti
penyelesaian menurut ketentuan konvensi tentang penyelesaian perselisxhz%n antara
Negara dan Warga Negara Asing mengenai penanaman modal sesuai dengan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968.

6. Apabila Perusahaan menginginkan perubahan bidang usaha termasuk perubahan
jenis dan kapasitas produksi serta/atau perubahan penyeriaan dalam modal
perseroan yang mengakibatkan terjadinya perubahan prosentase kepemilikan saham
asing Perusahaan wajib memiliki Izin Prinsip Perubahan, sedangkan untuk
perubahan ketentuan lainnya perusahaan melakukan pelaporan atas perubahan
tersebut ke PISP penerbit Lzin Prinsipnya. o

7. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, sewakmfwaktu
dapat diubah bilamana ternyata penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

KEPALA KPMPT KABUPATEN SEMARANG

Tembusan kepada yth. :

1. Kementerian Dalam Negeri;

2. Kementerian Keuangan;

3. Kementerian Hukum dan HAM u.p. Dirjen. Administrasi Hukum Umum;

4. Kementerian yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;

S. Kementerian Negara Lingkungan Hidup [bagi perusahasn yang diwajibkan AMDAL atau Upaya
Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL));

6. Kementerian Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan
bermitra);

7. Gubernur Bank Indonesia;

8. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi penanam modal yang akan memiliki lahan);

9. Direktur Jenderal Pajak;

10. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

11. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;

12. Gubernur Jawa Tengah;

13. Bupati Semarang;

Kepala BPMD Provinsi Jawa Tengah.
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Lampiran V. Peraturan Bupati Semarang
Nomor 9y Tahug 204
Tanggal 08 - 03~ dol(

Bentuk Permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
PERMOHONAN IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL
Permohonan IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL diajukan kepada Kantor

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mendapatkan persetujuan fasilitas atas
periuasan penanaman modal dalam rangka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007,

1.  KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan H O SO
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) @ ..o eereree e,
3. Akta Pendirian dan Perubahannya D itteernreereinie et atasbe st e nnreas
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
4. Pengesahan Menteri Hukum dan D eeeerreeeeeere e s aneans
Hak Asasi Manusia (Nomor dan Tanggal)
5. Alamat Lengkap termasuk D eeereerieeerrr e e e ers
a. Nomor Telepon D ierresessasesanitnrennesnnstntsesnesarensneen
b. Faksimili D eeeraeessesinvavennistisataretnitinstieanenes
¢. E-mail D eeecetereseetientierasintaeroniesnreaasaans
6. Nomor dan Tanggal L e et
Izin Prinsip/ Izin Usaha
serta perubahannya

I KETERANGAN RENCANA FROYEK
A. RENCANA KEGIATAN
Jika Jokasi proyek sama dengan kegiatan usaha sebelumnys maka sebelum
melakukan perluasan, perusahaan wajib memiliki Izin Usaha terlebih dahulu dan
formulir permohonan izin prinsip perluasan ini hanya diisi dengan data tambahan
kapasitas.
Jika lokasi proyek perluasan berbeda dengan kegiatan usaha sebelumnya dan
direncanakan akan berads di Iobs - dard satu Kabapaten/Kola, r.aka dita lanibahan
kapasitas dalam formulir perzofionan izin prinsip periuasan ini harus dirinci untuk

setiap lokasi.

1. Bidang Usaha - D iessresersissneneesesersrrataeeenserreiens
Lokasi Proyek ,
Alamat D eeerterassrasisssershartecesenersranretraree
Kabupaten/Kota D eeerusrateetheeai e r e et eh s res
Provinsi D et beerereeeneieraermesereraesebartateannenn
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3. Produksi Per Tahun

Jenis Barang/Jasa KBLI Satuan Kapasitas Keterangan

-----------------------------------------

-------------------------------

----------------------------------------------------

4. Pemasaran Per Tahun

Jenis Barang/Jasa Ekspor (%)
Perlaraan Nilai Ekspor per tahun S USS s
5. Luas Tanah yang diperlukan D reerrernesmsnssasaene s asesenenees ME/Ha¥)
%) Coret yang tidak perlu :
6. Tenaga Kerja Indonesia D eevemcsimsesissesies senesnans see OFBNG
7. Investasi (Rp/US$H*) :
I a. Modal Tetap
o - Pembelian dan Pematangan Tanah T virevieeerserrenssesesesnnsnseen
- Bangunan / Gedung D ereeeemeeerrenaeetren e e neane
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang T reeerereeeeenenee e e aans
- Lain-lain D eveeecestrecesnantnrseanererne
Subjumlah
b. Modal Kerja (untuk 1 furn over) D eereenseserneriecesnsnrsrenssones
Jumiah™) Dereeens eoreeranee vesrsiessonane
*) Coret yang tidak periu
**) terynasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan difmpor.
8. 'Wakiu Penyelesaian Proyek D eenvrersesnsernne senssnsenmneneesOUIAN
(dihitung scjak tanggal Izin Prinsip Perluasan d:tezbltkan)
o B. RENCANA PERMODALAN
1. Sumber Pembiayaan (Rp/US$)*)
a. Modal Sendiri T eeeereceeeesaceneenneraassacone
b. Laba ditanam kembali D meeereresseseranesienseassnanne
c. Pinjaman D eeseicrrerneestncareeeancnenni.
- Pinjaman Dalam Negeri T eesserserareeneneerensanrereonn
- Pinjaman Luar Negeri T eeeseareseasrecesaoiocsassnnnans
Jumlah **) D erererreenresnrastresnrensesin

%) coret yang tidak perlu
ng
*9 Jumish sumber pembigyaan sama dengan jumiah rencans investasi.

Modal perseroan dan penyertaan dalam modal perseroan yang dicantumkan merupakan.
total modal perusahaan ( modal kegiatan sebelumnya dan modal untuk perluasan )

2. Modzl Perseroan (Rp/US$)*)

a. Modal Dasar D eetsecsessssereecsernnrntnennrse
b. Modal Ditempatkan T eeceiacrarerirensasensariarsacen
c mmm") : SBSEPVPSAD OB ORENEPRSRBIPOPRIEPO SIS

9 coret yang tidak perfu
**) Moda! disctor sama dengan modal ditenps Zan,
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3. Penyertaan Dalam Modal Perseroan
Hanya diisi apabila ada perubahan penyertaan modal pads perusahasn penanaman modal asing

Semula .
Pemegang Saham (sesuai Izin Prinsip) Menjadi
a. Peserta Asing USS./Rp.") %**) | US$./Rp..» %"*)
SubTotal | e e b e [ e
b. Peserta Indonesia US$./Rp. %) %**) US$./Rp. %) %**)
SubTotal b e faeeer | sresensenees e
c. Total (a+b)™) | . 100% | weveenen. | 100%
*) Coret yang tidak periu
bt} hmenbsea&lxhahsnﬂunommlmodalmhmhﬁnnlembarmbam
**) Total penyertaan modal dalsm perseroan sama besar dengan modal disctor
. PERNYATAAN
1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap

masyarakat dan lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang
diﬁmbulkaniermasukpcngganﬁankcmgimkepadamasyamkat

2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas
materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk

AT
- dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.
.......................................... 20...
Pemohon,
Tanda Tangan
Materai Rp. 6.000;-
Nama dan Jabatan Penandatangan
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LAMPIRAN :

el

|N,

Rekaman Izin Usaha atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), bila diperiukan.

Rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau perubahannya.

Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari

Departemen Hukum dan HAM;

Keterangan rencana kegiatan, berupa :

a. Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan
jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/ flow chart.

b. Uraian kegiatan usaha sektor jasa.

Dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang mengakibatkan

terjadinya perubahan prosentase saham asing, perusahaan harus menyampaikan :

a. Kesepakatan perubahan komposisi saham antara asing dan Indonesia dalam
perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS)/Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang
saham dan telah dicatat/didaftarkan (waarmerking) oleh Notaris atau rekaman
Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang
memenuhi ketentuan pasal 21 dan Bab VI UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.

b. Bukti diri pemegang saham baru, dalam bentuk :

1. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya dengan pengesahan dari Departemen
Hukum dan HAM, serta rekaman NPWP bagi badan hukum Indonesia,

2. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku serta NFWP bagi
perorangan warga negara Indonesia;

3. Rekaman Paspor yang masih berlaku bagi perorangan warga negara asing;

4. Rekaman Akia Pendirian (Articke of Association) dan terjemahannya dalam bahasa
Indonesia atau bahasa Inggris bagi badan hukum asing.

c. Kronologis penyertaan dalam modal perseroan se;ak pendirian perusahaan sampai
dengan permohonan terakhir.

Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan dilengkapi

Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan

secara langsung oleh direksi perusahann (ketentuan tentang surat kuasa diatur dalam

Pasal 63 Peraturan ini).




Lampiran VI Peraturan Bupati Semarang
Nomor 99 Tahun 20U
Tanggal 08 - 09 - Lol

Bentuk Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

KOP SURAT KPPT KABUPATEN SEMARANG

IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL

Nomor :

Schubungan  dengan permohonan yang Saudara sampaikan  tanggal
cererenreessmmenenery (AN Memperhatikan Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor ...cweee..e...
dan Jzin Usaha Nomor ..........cccon... (bils ads), dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 jo. Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan scbagaimana telah diubah terakhir dengan
Nomor 36 Tahun 2008, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP
PERUUASAN PENANAMAN MODAL scbagai persctujuan prinsip fasilitas fiskal dan izin
sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha Perluasan, sebagai berikut :

L  Data Proyek:

1. Nama Perusahaan

2. Alamat

8. Lokasi Proyek

4. Bidang usaha ¥
Produksi

Jenis Barang/ Jasa KBLI | Satuan Kapasitas Ketcrangan

b. Modal Kerja (untuk 1 furn over) D veesnarresnssserresassassseeranes

Jumlah“) ' P S SR
) coret yag tidak perfu .
) fermasuk nilai mesin/peralaton dan sufu cadang yang akan diimpor.

7. Penggunaan Tenaga Ketja Indonesia
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HI. Fasilitas Penanaman Modal :

1. Pembebasan Bea Masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai dengan
Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009.

2. Pengurangan Fajak Penghasilan (PPh) Badan untuk Penanaman Modal di bidang —
bidang usaha tertentu dan/ atau di daerah-daerah tertentu, sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 jo. Nomor 62 Tahun 2008.

Hi. Lain-lain :

1. Jangka waktu penyelesaian proyek paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya
1zin Prinsip Penanaman Modal.

2. Permohonan untuk mendapatkan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud
dalam butir II disampaikan kepada PTSP BKPM;

3. Perusahaan yang siap berproduksi komersial wajib mengajukan permohonan lzin
Usaha Perluasan ke PTSP yang menerbitkan Izin Prinsip Perluasan;

4. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan-Penanaman Modal (LKPM) dan
melaksanakan ketentuan lingkungan hidup, sesuai ketentuan yang berlaku;

5. l&msmunﬂpemsahaahpenanmnmodalasing,dahm@temadxpemhﬂmn
diselesaikan secara musyawarah, Pemerintah Indonesia bersedxa ) mengikuti
penyelesaian menurut ketentuan konvensi tenfang penyelesaian perselisihan antara
Negara dan Warga Negara Asing mengenai penanaman modal sesuai dengan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968.

6. Apabila Perusahaan ingi bidang usaha fermasuk
jenis dan kapasitas produksi serta/atau perubshan penyertaan dalam modal
perscroan yang mengakibatkan terjadinya pembahan proseniase kepemilikan saham
asing Perusahaan wajib memiliki Izin Prinsip Perubahan, sedangkan untuk

ketentuan lainnya perusshasn melakukan pelaporan atas perubahan
tersebut ke PTSP penerbit Izin

7. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Perluasan ini, sewakiu-waktu dapat
diubah bilamana ternyata penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

KEPALA KPPT KABUPATEN SEMARANG

Tembusan kepada yth. :

1. Kementrian Dalam Negeri;

2. Kementrian Keuangan;

3. Kementrain Hukum dan HAM u.p. Dirjen. Administrasi Hukum Umum;

4. Kementrian yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;

S.  Kementrian Negara Lingkungan Hidup [bagi perusabaan yang diwajibkan AMDAL atau Upaya
Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)];

6. Kementrian Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan
bermitra);

7. Gubernur Bank Indonesia;

8. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi penanam modal yang akan memiliki lahan);

9. Direktur Jenderal Pajak;

10. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

11. Dircktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;

12. Gubernur Jawa Tengah;

13. Bupati Semarang;

14. Kepala BPMD Provinsi Jawa Tengah.
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Lampiran VII Peraturan Bupati Semarang
Nomer J¢ Tahun Jo(r
Tanggu! 08 - 09 ~ golt

Bentuk Surat Pengantar Permohonan Perubashan Penyertaan Dalam Modal Perseroan

KOP SURAT KPPT KABUPATEN SEMARANG

Nomor : » , 20
Lampiran :
Perihal : Pengantar permohonan Kepada yang terhormat :
perubahan penyertaan JL Jend Gatot Subroto No. 44
dalam modal perseroan Jakarta Selatan 12190
- I N f (OO - atau
Kepala PDPPM/PDKPM
Jl‘ SRAPNUTHS VPSR DOET I vk Le
Dengan ini kami beritahukan bahwa pada tanggal . , kami

telah menerima permohonan perubahan penyertaan dalam modal perseroan dari:

Nama Perusahaan : PT. ) '
Izin Prinsip D | (P << ) p— ,(bzlaada)
Bidang usaha :

d:len.gka demnkwepakamnxapatUmuumcgangSaham(KUPS)yangwhh
dlmdat::lsmuokhaclumhpamgmgshammsahnn,ymgmenywmﬁ
masuknya modal asing ke dalam pememan sehingga mengakibatkan
scluruh/sebagian modal perseroan menjadi modal asing/menyetyjui keluarnys
selurub modal asing didalam perseroan schingga mengakibatkan selurahinys modal
dalam negeri %).

Mcmperhatikan ketentuan penyelenggaraan PISP di bidang penanaman modal

C: berdasarkan Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu

Pintu di Bidang Penanaman modal, maka bersama ini sampaikan berkas permohonan
dimaksud untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan.

Demikian agar maklum.

KEPALA KPPT KABUPATEN SEMARANG

*) coret yang tidak perlu




Lampiran VIII Peraturan Bupati Semarang
Nomor JY Tahun JO((
Tanggal 08 - 09 - g0

Bentuk Formulir Laporan Perubahan
LAPORAN PERUBAHAN KETENTUAN FENANAMAN MODAL

Laporan ini disampaikan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk
diketahui dan dicatat sebagai perubahan atas ketentuan penanaman modal yang scbelumnya
o telsh dinyatakan dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan NOMOr ... tanggal

............................ atas nama PT. o, Scbagal berikut

KETENTUAN?®) SEMULA %) MENJADI *) ALASAN PERUBAHAN
Nama Perusahaan

Alamat

Lokasi Proyek **)

Nilai investasi ***)
Penggunaan tenaga kerja
Indonesia

----------------------------

------ srssascacsscitrasrsny

BOCLGRBNPG AP FEIBSIEIVORI Y

9 yang diisi hanys ketentussn yang skan diubwh

s ﬂmmmmmwmmmwmm)mgmmp
e ﬂmmmmmm%Mpmmm | 20
T seeeseanie ceresese visseriarentes greeeranans
Materai Rp. 6.000,-
...... Dm:ksxPerusahaan
Lampiran :

1. Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan. )

2. Data pendukung 9 yang menjadi dasar dari perubahan ketentuan yang dilaporkan a.l
kesepakatan pemegang saham (RUPS), anggaran dasar perusahaan dalam bentuk Akia
Notaris disertai pengesahan/persetujuan Menteri Hukum dan HAM dil.

3. Laporan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan.

O)Dats pendukung yang diterbitkan diluar negeri dilegalisasi oleh notaris sctempat atau oleh perwakilan negara
pencrbit data tersebut di Indonesia.
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Lampiran IX Peraturan Bupati Semarang
Nomor gy Tahun gof
Tanggal pg - 09- ot

Bentuk Surat Pencatatan Perubahan Ketentuan Penanaman Modal
KOP SURAT KPPT KABUPATEN SEMARANG

Nomor : 20.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pencatatan perubahan ketentuan

penanaman modal
Yth.
Direksi PT.

Schubungan dengan laporan yang Saudara sampaikan fanggal ............ccveemrenn,
dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal, kami telah mencatat perubahan ketentuan penanaman modal
yang tercantum dalam Izin Prinsip/lzin Prinsip Perluasan No ................ tanggal
wmeresemenesennenseeeensy SEDEZA]L berikut

KETENTUAN") — SEMULA %) MENJADI *)
Nama Perusahaan
Alamat
Lokasi Proyek **)

ketja
Penggunaan  fenaga

------ PEBIPINETIIIUEIIPI IO N

')hqyub&:nm yaug divbeaj
2 MMWwwmwMﬂhﬂmmmmmp&

ﬂﬁmmmmmmwmwmm

KEPALA KPPT KABUPATEN SEMARANG
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Lampiran X Peraturan Bupati Semarang
Nomor JY Tahun 20/
Tanggal 068 -09- ge(i

Bentuk Permohonan Izin Prinsip Perubahan
PERMOHONAN IZIN PRINSIP PERUBAHAN

Permohonan IZIN PRINSIP PERUBAHAN ini diajukan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP), untuk perubahan ketentuan penanaman modal yang tercantum dalam lzin
Prinsip/1zin Prinsip Perluasan sebagai berikut :

L DATA PEMOHON

1.

2.
3.

No: in Prinsip / Izin Perl
.
mor Izin Prinsip / Izin Perluasan T eeeraersaeereeitiiceere it teest e raeens
Nama Perusahaan :
L retetnrrrreeeceeraenereettaannsrrannereeanee
Alamat Le :
L cesriereresencsantoncenrasesrarenserrenneree
.............................................
.
- Nomor Telepon D eeretirerereriin et satrennatserarnrene
.
~ Faksimili L eevverestessssesinnaresretoanenseroeennenerne
mail :
- E- D eereveresecavetecnnsstasentresoaiesitenrranan
Nomor dan T: :
D eeetemseeerecescatnentontararerantsavenctsnnn

Izin Prinsip / Izin Prinsip Perluasan/ Izin Prinsip Perubahan/
Izin Usaha / Izin Usaha Perluasan / Izin Usaha Perubahan
el it

II. KETERANGAN PERUBAHAN

A. FERUBAHAN BIDANG USAHA

B’

Perubahan bidang usaha dari yang tercantum dalam Izin sebelumnya.

Semula
Bidang Usaha : Bidang Usaha :

PERUBAHAN RENCANA KEGIATAN

Jika perubahan yang dimohonkan berupa penambahan bidang usaha yang lebih dari
satu sektor dan/atau direncanakan akan berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota,
maka rencana kegiatan (bidang usaha, lokasi, produksi, pemasaran, penggunaan
mnah, tenaga kerja dan rencana investasi) harus dirinci untuk sctiap sekfor usaha
dan/atau untuk setiap lokasi.

1. Bidang Usaha :Semula ..ovvirineniinnniiinenns
Menjadi .....cccocnviniiiininniniininnn.

2. Lokasi Proyek o Semula .iciiiiniiiiiiniii
(Kabupaten/ Kota - Provins)) Menjadi .....cocoviieeiniiiiannininn..

3. Produksi dan Pemasaran Per Tahun
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Semula :
Jenis Barang/Jasa |  KBLI Satuan | Kapasitas Ekspor Ket
Menjadi :
Jenis Barang/Jasa |  KBLI Satuan | Kapasitas Ekspor Ket
= Perkiraan Nilai Ekspor per tahtn ~ © US$ ovovveenrenrecnennen,
Catatan : Bufir 4, 5, 6 diisi hanya bila ada perubahan akibat adanya perubahan bidang
usaha, jenis dan kapasitas produksi dan/atau lokasi
4. Luas Tanah yang diperiukan vereeresennssesses ME/DAY)
%) Coret yang tidak periu
5. Tenaga Kerja Indonesia ! esessmmssnmmsessises seseseneresss OTANG
6. Rencana Investasi (Rp/US$) )
a. Modal Tetap
- Pembelian dan Pematangan Tanah @ ..cecovveereeecneriiencennussnn
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang : ....c..evevireeennereiinnainen
- Lain-lain D erverversneasnesorrssasasrsassans
Subjumlah o tesesseressansnsasssenns
O b. Modal Kerja (untuk 1 furnover) @ coeeeieiicniiiiiiiininaniioim
Jumlah*) e
*) Coret yang tidak periu

*) termasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.
¢. Sumber Pembiayaan (Rp/US$) *)

1. Modal Sendiri D ererereressessesssiessesesnne .
2.1aba ditanam kembali @ ..o,
3. Pinjaman D reereisrerneersesnecnnesessaneies
- Pinjaman Dalam Negeri: ........cccovvreiiinnniiancinn
- Pinjaman Luar Negeri @ ..ocovvenevinsinniiiiiiiicsinnn

%) coret yang tidak perlu
) jumlah sumber pembiayaan sama besar dengan jumlah rencana investasi.

C. PERUBAHAN PENYERTAAN DALAM MODAL PERSEROAN
1. Modal Perseroan (Rp/US$)")
a. Modal Dasar
b. Modal Ditempatkan
c. Modal Disetor **) D rerirereressesertasenesinasiaen
*) coret yang tidak perlu
*) Modal disetor sama besar dengan modal ditempatkan.

.................................

---------------------------------
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2. Penyertaan Dalam Modal Perseroan
Hanya dlisi oleh perusahaan penanaman modal asing
Semula :
a. Peserta Asing | Rp/US$ *) %*")
Sub Total
b. Peserta Indonesia Rp/US$ *) % **)

-----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

Sub Total
b. Peserta mdonesia , Rp/USS$ *) % **)

...................................................................................

c. Total (a +b) ***) 100%
L *) coret yang tidak perlu

**) prosentase terhadap nominal saham bukan terhadap lembar saham
¥ total jumlah penyertaan modal dalam perseroan sama dengan modal disetor

D. PERUBAHAN WAKTU PENYELESAIAN PROYEK
1. Usulan waktu penyelesaian proyek s/d. :
2. Alasan permohonan perpanjangan waktu:

IIL PERNYATAAN

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap
masyarakat dan lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang
ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.

2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani olch yang berhak di atas
materai yang cukup dan sewaktu-wakiu dapat dipertanggungjawabkan termasuk
dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Nama dan Jabatan Penandatangan
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LAMPIRAN :

- L. Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang dimohonkan perubahannya,
2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari
Departemen Hukum dan HAM;
3. Untuk perubahan bidang usaha (jenis/kapasitas produksi) dilengkapi dengan :
a. keterangan rencara kegiatan, berupe uraian proses produksi yarz mencantuinkan
Jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alic/ flow chart,
b. rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.
3. Untuk perubahan penyertaan dalam modal perseroan dilengkapi dengan :
a. Kesepakatan para pemegang saham fentang perubahan penyertaan dalam modal
perseroan, dalam bentuk :
* Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) / Keputusan Sirkular
yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat/didaftarkan
(waarmerking) oleh Notaris serta memenuhi ketentuan pasal 21 dan Bab. VI
dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, atau Rekaman
Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Nolaris.
b. Bukti diri pemegang saham baru, dalam bentuk :
e Rekaman Akia Pendirian dan perubahannya dengan pengesahan dari
- Departemen Hukum dan HAM, serta rekaman NPWP bagi badan hukum
o Indonesia;
¢ Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku serta NPWPF bagi
perorangan warga negara Indonesia;
* Rekaman Paspor yang masih berlaku bagi perorangan warga negara asing;
e Rekaman Akta Pendirian (Article of Association) dan terjemahannya dalam
bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bagi badan hukum asing. '
¢. Kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai
dengan permohonan terakhir.
Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir. . )
5. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan dn}engkap:
Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan
secara langsung oleh direksi perusahaan (Kefentuan tentang surat kuasa diatur dalam
Pasal 63 Peraturan inj)

[
*

-
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Bentuk Izin Prinsip

Lampiran X1 Peraturan Bupati Semarang
5?' Tahun Jofr
Tanggal g .09 - gofl

Nomor

Perubahan

KOP SURAT KPPT KABUPATEN SEMARANG

IZIN FRINSIP PERUBAHAN

Nomor

‘ Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan
l"‘IIvlI'.'!vt”i(i"“.."’ dan mm”rhaﬁhn !m'n

tanggzal

Prinsip/lzin  Prinsip  Periuasan

"M-_ vann"t-ﬂtlloll w suonseenicatiy dﬂﬂg‘n iﬂi dibﬂ!‘iuhuhﬂ hhw“ &m“’inmﬁ kpublik
: Indonesia memberikan 1ZIN PRINSIF PERUBHAN yang merupakan perselujuan atas
perubalian rencana proyek penanaman modal porusahaan Saudara sebagai beriaut :

(data provek yang tercanium dalam Izin Prinsip Perubahan hanya dats yang mengalami perubshan)

1. DATA PROYEKY)
2 merupakan dets scsclah perubahan

44 ue

Alamat

P 50 1

Lokasi Proyek :
Bidang Usaha :

Produksi

Jasa

Jenis Bavang/ KBLI | Satuan Kapasitas

1 5. Nilai Investasi (Rp/US$)*)
a. Modal Tetap
~ Pembelian dan Pematangan Tanah
- / Gedung
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang
- Lain-lain
Sub Jumish
b. Modal Kerja (untuk 1 furn over)
Jumlah*)
°) corct yang idak

) Pergywratian sesusl Peruiuran Prosiden No. 111 Tahun 2007 din pensturan 3eXiorsl

TIBETEILCIIESABRSEERE PRSI IR YTV RPY
.
v esesew ssassvavsurereviint bbb bbbin

*
¢ 4FRssasvmvEsve il idd

---------------------------------

------------

---------------------------------

petiu
) termasuk nilii mesin/peralatan dan suku cadang yang sian distipor.

6. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia
7. Penyertaan dalam Modal Perseroan

a. Peserta Asing

-------------------------------------------

--------------------

Sub Total

b. Peserta Indonesia

-------------------------------------------

¢ Toml(a+b)

100%

“Yeore! yang tidak periu
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8. Waktu penyelesaian proyek :

Rencana wakiu penyelesamn pmyek diperpanjang menjadi selambai-lambatnya
sampai dengan tanggal .... YN

IL. Fasilitas PFenanaman Modal :
1. Pembebasan Bea Masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai dengan
Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009.

2. Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk Penanaman Modal di bidang -
bidang usaha tertentu dan/ atau di dacrah-daerah fertentu, sesuai Peraturan
Pemberintah No. 1 Tahun 2007 jo. Nomor 62 Tahun 2008.

ML Lain-lain :

1. Permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimans dimaksud
dalam butir 1 disampaikan kepada PTSP BKPM,

2. Perusahaan yang siap beroperasi/berproduksi komersial wajib mengajukan
permohonan Izin Usaha ke PTSP yang menerbitkan Izin Prinsipnya.

3. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan
melaksanakan kefentuan lingkungan hidup dan ketentuan-ketentuan lainnya;

4, ¥Xhusus untuk perusahaan penanaman modal asing, dalam hal tegjadi perselisihan
aniara perusahaan dengan Pemerintah Repubhk Indonesia yang tidak dapat
diselesaikan secara musyawarah, Pemerintah Indonesia bersedia mengikuti

penyelesaian menurut keteniuan konvensi teniang penyclesaian persclisihan antara
Negara dan Warga Negara Asing mengenai penanaman modal sesuai dengan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968.
Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang dilakukan perubahan.

6. M-Mhnmﬁdakdm&hnd&mmmmbdunmdanmnjmg
tidak berfentangan dengan stau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban

scbagaimana tclah ditetapkan  scbelumnya  oleh Penerintah, fetap berlaku
sebagaimana adanys.

KEPALA KPPT KABUPATEN SEMARANG

.....................................................

Tembusan kepada yth. :

Kementerian Dalam Negeri;

Kementerian Keuangan;

Kementerian Hukum dan HAM u.p. Dirjen. Administrasi Hukum Umum;

Kementerian yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;

Kementerian Negara Lingkungan Hidup [bagi perusahaan yang diwajibkan AMDAL atau Upaya
Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)]|;

Kementerian Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan
bermitra);

7. Gubernur Bank Indonesia;

8. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi penanam modal yang akan memiliki lahan);
9. Direktur Jenderal Pajak;

10. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

11. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;

12. Gubernur Jawa Tengah;

13. Bupati Semarang;

14. Kepala BPMD Provinsi Jawa Tengah.

B W

2
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Lampiran XII Peraturan Bupati Semarang
Nomor JY Tahun Q0ff
Tanggal p8 - QF-~ Qor

Bentuk Permohonan Mendapatkan Izin Usaha
Bagi Perwcahaan Yang Bo lokasi Diluar Haweazan Indus'o

PERMOHONAN UNTUK MENDAFATKAN IZIN USAHA
BAGI PERUSAHAAN YANG BERLOKASI DILUAR KAWASAN INDUSTRI

KETERANGAN FEMOHON

1. Nama Perusahaan

2. Nomor & Tanggal Pendaflaran/
Izin Prinsip PM

3. Bidang Usaha :

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

5. a. Akte Pendirian & Perubahannya :

(Nama Notaris,Nomor & Tanggal)
b. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM
{Nomor dan Tanggal)

6. Alamat Kantor Pusat :
- Nomor Telepon dan :
~  Faksimili :
- E-mail :

7. a. Alamat Lokasi Proyek/Pabrik :
- Nomor Telepon dan
- Faksimili
- E-mail

REALISASI FROYEK

Jikn reatisad proyek mencakup lebdh dasd satu sckior dan atau berade df lebih dari satu Kabupaten/Kots maks

kegintan mmmm pemasaran, pengyunsisn tinah, tengga kerja dan investas)) harus diréned

v

1. Kapasitas Produlrsl dan Pemasaran Per tahun  :

Jenis Barang / Jasa®) Satuan Kapmtas“) ilkspor K_aﬁ_mg

----------------------- EELYER I rTevrreren

X Y E Y SN L] YT E YN S} (21T L ) o s muravarew

9 {mmmdbm“ﬁngmmmmmmnmwhmm&mﬁgmghn
*) Didasarkan pada perhitungan kapasitas ferpasang untuk secior industri

2. Nilai Ekspor per tahun (USS ...
5. Saat Mulai Berproduksi : '
Bulan :
Tahun :
4, !nvcstasx Proyek (Menggunakan Mata Uang sesuai SP)
a ModalTetap 5 e
- Pembelian & Pematangan Tanah: .
- Bangunan / Gedung D eerresersessennnrianrarbesnrssies
- Mesin/?eraiatan&Suku Cadang © covovirvernem
- Lain - Lain :
Sub Jumlah : ,
b. Modal Kegja (untuk 1 tum over) ;... eriimrassissssatessrrnaraans
Jumiah 1 eeerretareieesiaens st anararies
5. Penggunaan Tanah P eevresivnirnerianns mZ/ha‘**)
*% Corct yang tidak periu .
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6. Sumber Pembiayaan

a. Modal Sendiri D eierrrrerctisantean e iaianraas
b. Laba yang Ditanam Kembali D vt et i e eaan
¢. Modal Pinjaman D earsteteiiteieesssassssstriserinecs
Jumlah D etrerreerseiiaae e rraa i aaats
7. Modal Perseroan : s :
4. Modal Dasar D oereerierannenes feteertarrareaaa
b. Modal Ditempatkan D eateiimrenrerceetenasranenersnenns
¢. Modal Disetor Do reecasansatarreaneienaans
8. Tenaga Kerja : Asing Indonesia
a. Pimpinan Perusahaan D eisssm T veesesssseen
= PT. weesvsmsssisrensnnss § KOMisaris : cevvnire  anscemrceeeae
Direksi : cinsrre evveerenen
-~ Koperasi ......cco.... : Pimipinan : crerese eeeiseseena
b. Tenaga Profesional : cetersn eavaereee,
- Manager : Chsersee eeeea verienen
- Tenaga Ahli D e e
¢. Tenaga Kerja Langsung : rtnstanties
Jumlah : veserrme dcerieeerean

9. Penyeriaan modal dalam persercan
Hanya dmn untuk Perusahaan Penanaman Modal Asmg (PMA)

et BN PN R P I ISR IRE RO RS IO R pLpaLR RSB senr | celcimnsusvasevesbis ] ArEmmmmbivrrreeiasupa
----------- P EN TR E BV FIH N ERELI NG CN GO T PP P R R L R ] ssumsIRTYIATFNSIELI AL
Indonesia /

b. Peserta Indc Rp/US$ %

.................. SesrmunBErbieBRtsrRPOIBUREESED TP LB ST CRREREETTOE S SB AV TUVNTACR ARG &P
X R Y YT IS IR TR NS E RS R R R E SRR LS YN Y 3 PGP e RIS AN SR | YU PPE LA RIS SP R R FR R
Total (a+b)*™ 100%

C. | ewenviserartanvace

m)wwmumnmmwmmmmmm

DL PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh
yang berhak di atas materal yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
diperianggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang
disampaikan kemudian.

Il-.dvii“‘lll‘ll...’..t..'b’n.!l.ll§!llll,Z,OtIu.--!

Pemohon,
Materai Rp.6.000,-
Nama terané, Tanda tan,gan;
Jabatan, Cap Perusahaan.
LAMPIRAN PERMOHONAN :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana LHP, khusus
bagi kegiatan usaha yang memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan

2. Rekaman akia pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari
Departemen Hukum dan HAM;

3. Rekanman Pendafiaran FPenanaman Modal/lzin Prinsip FPenanaman Modal/lzin Prinsip
Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau
Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/lzin Usaha Perluasan yang dimiliki;

4. Rekaman NFWP,

5. Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan :

a) rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akia jual beli tanah oleh PPAT, agu
rekaman....
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b) rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah.

6. Bukhi penguasaan/penggunaan gedung/bangunan :

a) rekaman lzin Mendirikan Bangunan (IMB), atau

b} rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/ bangunan.

Rekaman izin Gangguan (UUG/HO) atau rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester terakhir;

Rekaman persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)

dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);

10. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atan
peraturan daerah sctempat;

11, Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh dircksi perusahaan;

12. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang fidak dilakukan
secara langsung oleh direksi perusahaan

W oeo ~3
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Lampiran X111 Peraturan Bupati Semarang
Nomor ﬁ(/ Tahun Zoff
T. Illgb 08 - 0:} - QD({

Bentuk Permohonan Mendapatkan Izin Usaha
Bagi Perusahaan Yang Berlokasi Di Kawasan Industri

PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN IZIN USAHA

BAGI PERUSAHAAN YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI
I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan
Z. Nomor & Tanggal Pendaftaran/
Izin Prinsip PM
3. Bidang Usaha :
- 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
5. a. Akte Pendirian & Perubahannya
(Nama Notaris,Nomor & Tanggal)
b. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM
(Nomor dan Tanggal)
6. Alamat Kantor Pusat
-~ Nomor Telepon dan
" - Faksimili :
-  E-mail :
7. a. Alamat Lokasi Proyek/Pabrik :
- Nomor Telepon dan :
- Faksimili :
- E-mail :

menyatakan dengan ses:mggnhnya bahwa proyek kami ielah siap melakukan produksi
komersial dengan data sebagai berikut

1. Ka;:mtasﬁvdukmdanmmasamnmmhun :
Jenis Barang / Jusa®) Satuan Kapasitas*™) Ekspor Keferangan

-------------------------------- wrasnans rasismmuma

homE

apupes
seswrsrmsvsons  saseawewsw s ranuverer Tyneey

" Untuk usaha dibidang perdagangan agar mencmtumhn Jjenis bcu-argg yang dlpmdagangimn
*) Didasarican pada perhilungin kapasitas terpasang untuk sector indiistri

2. Nilai Ekspor per tahun :USS ...
3. Saat Mulai Berproduksi :
Bulan :
Tahun :
4. Investasi Proyek (Menggunakan Mata Uang sesuai SP) '
a. ModalTetap i, Ceerscanes
- Pembelian & Pematangan Tunah: oo
~ Bangunan / Gedung I eeessnsnenrerenresraarienan e aans
- Mesin/Peralatan & Suku Cadang : .............. wmenreiecsennainaneare
- lain - lain toxas
Sub Jumlah :
b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) D ineesterisssvesiissssssssisnieses
Jumlah D eererearieeriiteiaa et
5. Penggunaan Tanah T rreeeeeeiertaneeans mz fhat*?)
4%} Corcet yany tidak periu
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6. Sumber Pembiayaan
a. Modal Sendiri
b. Laba yang Ditanam Kembali
. Modal Pinjaman
Jumlah
7. Modal Perserozn
a2. Modal Dasar
b. Modal Ditempatkan

--------------------------------------

R R A R R R R A A R R

c¢. Modal Disetor :
8. Tenaga Kerja : Asing Indonesia
a. Pimpinan Perusahaan : cermee v
SN i Y : Komisaris : cmemerm e,
Direksi T aeermms deevaceeeaes
- Koperasi ..o : Pitupinan : verenn
b. Tenaga Profesional : vearrm ettsaneeeee s
- Manager ' : rermeme  suseeamesrese
- Tenaga Ahli D emmsese 0 eeseas craann
¢. Tenaga Kerja Langsung : ssvnzas ¢ samesianes .
Jumlah : cemrinme  eemececiseen.
P 9. Penyertaan modal dalam perscroan
e Hanya diisi untuk Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)
a. Peserta Asing ’ Rp/US$ } %
__Sub Tofal ‘ ' _ ,_
b. Peserta Indonesia Rp/US$ %
c. Total(a+b)*™™n | ... 100%
cesrersasarmsreen tdssanavhsrattpriainnsenur 20.....
Mengetahui/Menyefujui, Yang membuat pernyataan,
Direktur/Pimpinan Kawasan Industri Direkiur Utama,
Materai Rp.6.000,-
o Nama Jelas dan Cap Perusahaan Nama Jelas dan Cap Perusahaan
LAMPIRAN PLEMOIIONAN :

1. Laporan Hasil Pemerikszan Proyek yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana LHP, khusus
bagi kegiatan usaha yang memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan

2. Rekaman akta pendirian dan pengesahan serta akia perubahan dan pengesahan dari
Departemen Hukum dan HAM;

3. Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/lzin Prinsip
Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau
Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/lzin Usaha Perluasan yang dimiliki;

4. Rekaman NFWP,

5. Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan :

a) rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau

b} rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah.

Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan :

a) rekaman lzin Mendirikan Bangunan (IMB), atau

e

b) rekaman ...
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b) rekaman akia jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/ bangunan.

7. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester terakhir;

8. Rekaman persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)
dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);

9. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau
peraturan daerah setempat;

10, Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan;

11.Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang fidak dilakukan
secara langsung oleh direksi perusahaan.
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Lampiran XIV Peraturan Bupati Semarang
Nomor 3(/ Tahun Je(r
Tanggal 8 ~09 - gol

Bentuk Permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (Merger)
PERMOHONAN IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER)

L KETERANGAN YEMOHON

A. Perusahaan yang dipertahankan {.Surwng Company)
1. NamaPerusahasnt = 2 i iiiireeeeseeeaianraen

2. Status Perusahaan : PMDN/ PMA*)

*)Coret yang tidak periu
o~ 3. Bidangusaha L iiieieenanns
Lo 4. Lokasi Proyek T e eeiiiasnseseanertnnnsienanaasanas
5. !zinUsaha ! veeiemrennane gereeesenssrenivireente
-Nomcr'l‘clepon Decvoratarpaetonan
- Paksirnili R :
~ E~mail D arerinrennes tessrissesaraverransenson
7. a) Akta Pendirian D means reetttevierreesnaanrinrenaaan
¢) Pengesshan Departemen 3 tessirsmetressasrnsnrrarnaranrraneans
Hukam dan HAM

B. Perusahaan yang digabungkan Wagﬂqg&mpmy)
1. Nama Perusashaan = :...... cesaesssennacvrsssraransees
2. Status Perusahaan ?MDN PMA, Non HVIDN/PMA“)
*¥Coret yang tidak perin
3. Bidang usaha

“sEzraREPEGesIansane

.
LI I T R RN R R RS RN Y NN ¥ N A2 R XYY
4. Lokasi Proyek T eveensnves cetrimsesesivirrennsnsoroos
5. Izin Usaha Teta :
L S
6. Alamat H
P Y cevmmren veennEeet T eenenrannernanes
- Nomor Tel :
LY LI R YR R NN S R R LT R LY -
Faksimili :
(-‘\ i F EAS ORISR RFIASN ISR Pr TSI AARERATRA RS
: .
- E~-mail :
\QU'P"»" ER ERTEYRETY RE T X T IR RS EE RS RS LAREEN N Y Y
7. a) Akia Pendirian T eesavrccesarnansaonn Ceesesmeneves ever

. .

b) Akia Perubahan LIS mesemerreseantsenseranasatennan
De :

[ “ ssase svtassscananehernis [ e

:}'_pubifs Jxrusahaan yang digabungkan lebih davi | (saiw) perasahaan, imaks dets pervisahaan diisi sesusi vraiamn
alas (butir B),
IL. DATA/EETERANGAN PERUSAHAAN YANG AXKAN BERGABUNG SESUAI TOT

A}ub.r}'s }.udu;g usahia/sekior dan lokast proyek dari pawuhun yang diperishanken maupun perusshean-
yang dgeburgian Jebily dard ¥ {fntu) bidang wseha/sekior dan 1 fetu) Kabopaten/Kots alau, mats
i pmyct dibmt kerpisali sesuni Bidang usaha/sckior dan Jokasi Kabupaten/Kole masing-masing.

A. Produksi Per Tahun :

Jenis Barang / Jasa Satuan Kapasitas Produksi

H™) 11 ==

B L e T T T L ] D L et vowriseathenny b terectiusasanarenpnny
arusy e * wrruncosbmruty [ weraciiursraniasswsve

R b s bR SR Oy S 68 g bR S8 VE St spassuspwyruiia L i e T T P e LI L L LI LT TP
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B. Pemasaran Ekspor Per tahun Perusahaan yang dipcrtahankan (Surviving) sctelah

merser:
Jenis barang/jasa Ekspor (%)
Perkiraan nilai ekspor per tahun Y U7 2

*} Perusahaan yang dipertahankan {Surviving

9 Perusahaan-perusabiaan yang digabungkan (Merping)
M Perusahaan yang dipertahankan (Surviving) setelah merger

C. Lokasi Kegiatan Usaha ‘ corans R
I*) 1= I ***)
1. Kabupaten/ Kota : : . v aerereveavesuns
Z. Propinsi : S U
D Penggzunaan tanah e _Perusahaan
m II 3?} iu l'i‘-l)
E. Penggunaan Tenaga Kerja *se PEXUsahasn s
Tenaga kerja Indonesia (orang)
F. Investasi %t Perusahaan _
(Diisi sesuai mata uang sebelumnya ) ) o*) oI ***)
- 1. Miodal Tetap
a. Pembchan dan Pematangan :
b. Bangmm/chung :
¢. Mesin-mesin/Peralatan dan :
Suku Cadang
d. Lain-lain :
Sub Jumlah :
2. Modal Kerja :
H. Sumber Pembiayaan T P :
") o*) m *)
1. Modal Sendiri : -
3 Laba I}lianam Kembali T smsss o see . ,
Jumlah : .

*} Ferusahaan yang dipertahankan (Surviving
*) Perusahaan-perusahsan yang digabungkan (Mezging
+*) Perusafuaan yang dipertahankan (Surviving) setelah merger

1. Maodal Perseroan - Ferusahaan
*) n** I ***
1. Modal Dasar T reccnenens worer  oas carrerenns erecanereasans
2. Modal Ditempatkan Y veveseroets ewvstrsenesee svessssessessess
3. Modal Disctor D evevenesesnmire  sssens oveserens aveseavesssssses

. Posisi Kepemilikan Saham
! {Diisi bila ada PMA yang bergabung atau penggabungan antar PMA)




A. Penyertaan Asinz

PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG PERUSAHAAN SETELAH
_ BERGABUNG \ BERGABUNG
Nama Nama Pemegang Us$ Nama Pemegang | US$
Perusahaan |  Saham 4 Saham
) R T PSR Cerrerene e ceananeaies
2 e e R DU I
3 llllllllllllllll : . ) - LIS ) ?— ......... . - - - ‘: .....

B. Penyertaan Indonesia

PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG PERUSAHAAN SETELAH

o~ BERGABUNG . ' BERGABUNG
N Nama Nama Pemegang | US$ Nama Pemegang | US$

Perusahaan Saham 7 Saham
I- ---------------- SR RT TR S LY PELG ST AG IR AT EERR Y RE YY) LEE R ERIT R NI R LY 2l L) [ RSN NY 1)
2; ASARUACUTRE RSP BB AETWS puigdSuisassnsuney (AT ET TN T Y FURTCIRPS S BN NGEBINEITEYRT W Etw aae
B vireerermantees | wrvenssssscivmcsesemore | sevenenves cversentessonmmrnrevrrerss | caeeeeer
3 AESCR R T A NIEIHEBLARECEG TN rERSrusd iy ] wxmEE e i'?"i—hm-ug-c-a--;c LE LR X )
*} Periisanaan yang diperiahankan (Surviving

>y ?etuahm pemnhm digabungkan ,
) Perusahasn ymgdtpmahmhn (Surviving merger

HI. PERNYATAAN
Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh
berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertangzungjawabkan,
termasuk dokumen/data yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian,

20..

o Tanda tangan, nama terang

S jabatan dan cap Perusahaan-perusahaan

yang bergabung
Surviving Company Merging Company/fes:
PT. 1. PT..... 2.PT rennmae
Materai Rp. 6000
LAMPIRAN PERSYARATAN :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyck yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana LHP, khusus
bagi kegiatan usaha yang memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan

2. Rekaman akta pendirian dan pengesahan serta akia perubahan dan  pengesahan davi
Departemen Hukum dan HAM;

3. Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/lzin Prinsip Penanaman Modal/lzin Frinsip
Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau

Surat Persctujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki;
4. Rr:kaman
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. Rekaman NPWP,

Bukti penguasaan/penggunaan ianah atas nama perusahaan ;

a) rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau

b} rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah.

6. Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan :

a) rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB), afau
b) rekaman akia jual beli/ perjanjian sewa menyewa gedung/ bangunan.

7. Rekaman izin Gangguan (UUG/HO) atau rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

8. Rekaman persetuwjuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)
dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);

9. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau
peraturan daerdah setempat;

10.Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan,

11.8urat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang fidak dilakukan
secara langsung oleh direksi perusahaan

12 Kesepakatan seluruh pemegang saham masing-masing perusahaan baik perusahaan yang
meneruskan kegiatan (surviving company) maupun perusahaan yang menggabung
{merging company) tentang persetujuan penggabungan perusahaan dalam bentuk akta
Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang memenuhi ketenfuan Bab Vi
UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

13.Kesepakatan seluruh pemegang saham perusahaan yaifu perusahaan yang meneruskan
kegiatan (surviving company) dan perusahaan yang menggabung (merging company)
tentang rencana pengzgabungan perusahaan (Mcrger Plan) dalam bentuk akta merger
yang felah disclujul oleh Menler Hulon - dan Hek Asusi Manusia;

14.Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakair bagl perusahaan




Lampiran XV Peraturan Bupati Semarang

Nomor 9y Tahun Jon
TJlllggﬂl 08 3 go({

Bentuk Izin Usahs/Izin Usaha Perluasan

KOP SURAT KPPT KABUPATEN SEMARANG

NOMOR: .ccorceevirivens
TENTANG
IZIN USAHA/IZIN USAHA FERLUASAN

—~ Menimbang : 1. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang

-~ diterima tanggal .... dan Laporan Hasil Pemeriksaan No.
L e tanggal ...... /Laporan Kegiatan Penanaman Modal
(LXPM-L1) Semester.... Tahun .... atas pelaksanaan

Pendaftaran Penanaman Modal/lzin Prinsip Penanaman
Modal No..... tanggal .... atas nama .... yang bergerak di
bidang usaha .. ey diznggap telah memenubd syarat-syarat
yang diperlukan schingga diberikan Izin Usaha;

2. bahws untuk itu per{u dikeluarkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-urklang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal;

Undang-undang Nomor ... Tahun ... yang berkaitan dengan
bidang usaha;

Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... yang berkaitan

usaha;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun
2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
Peraturan Presiden Nomwr 27 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Terpadu Satu - Pintu di Bidang Penanaman Modal;
Peraturan Menteri teknis tentang Pelimpahan Wewenang;
Modal Nomar ... Tahun ... tentang Pedoman Dan Tata Cara
Permohonan Penanaman Modal. .

MEMUTUSKAN

Ne M o p ® N

Menetapkan

FERTAMA  : Memberikan Izin Usaha kepada perusahaan penanaman modal
asing atau penanaman modal dalam negeri ;

1. Nama Perusahaan
2. - Akta pendirian dan : Nofaris.....,No. ......
perubahannya tanggal.......
- Pengesahzan : NO. e, Tanggal ...
Menteri Hukum
dan HAM
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3. Bidang Usaha

4. NKP -

5. NPWP D

6. Alamat

a. Kantor Pusat t .
Telepon/Facsimile I

b. Lokasi Proyek

7. a. Jenis dan kapasitas produksi
terpasang per tahun

Jenis Produksi KBLI

b. Pemasaran (pbila ada ekspor)
Keferangan :

8 . Investasi
a. Modal Tetap
- Pembelian dan pematangan

tanah
- Bangunan dan gedung
~ Mesin/peralatan dan
suku cadang
- Lain-lain
Sub. Jumlah

b. Modal Kerja
c. Jumlah

.............

-----------------------------------------------

----------------------------------------------

..............................................

L L LR Ll T TP T Y P P i

------

.
. me

. s

9, Penyertaan modal dalam perseroan .............
Hanya diisi untuk perusahaan penanaman modal asing

a. Peserta Asing

Rp/US$

--------------------

.....................

---------------------

¢. Total (a + b )™

....................

10. Tenaga Kerja :
- Jumlah Tenaga Kerja

11. Penggunaan Tanah

----------------------------------------

Mewajibkan kepada perusahaan sebagaimana tersebut pada
diktum PERTAMA untuk menaati ketentuan sebagai berikut :
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KETIGA

KEEMPAT :

2B ol ol e

1. Mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan
penambahan produksi melebihi 30% diatas kapasitas izin;

2. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam
dokumen RKL/RPL atau UKL/UPL;

3. Menyampaikan laporan berkala kegiatan penanaman modal
(LKPM-L2) selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari
setiap tahunnya kepada :

a. Kepala PDKPM

b. Kepala PDPPM

- ¢. Kepala BKPM

d. Pengelola Kawasan Industri (ika lokasi di kawasan
industri).

: Tzin Usaha perusahaan penanaman modal asing atau

penanaman modal dalam negeri ini berlaku :

1. Sjak peruschaun Uceroperasi lomorsial buan ... dan
seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan
usagha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan;

2. Untuk melaksanakan kegiatan usaha ..... dengan mengikuti
ketentuan yang berlaku;

3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang
berada dalam komplek usaha yang bersangkutan.

Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat
berlaku.

Keputusan ini sewakiu-waktu dapat diubah, bilamana ternyata
penctapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

Ditctapkan di
Pada Tanggal

KEPALA KPPT KABUPATEN SEMARANG

e BE

........................................................

Yth. :

Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;

Direktur Jenderal Pajak;

Gubernur yang bersangkutan;

Kepala PDPPM;

Kepala PDKPM.
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Mengingat

£
)

Menctapkan :
: Memberikan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (merger) kepada :

PERTAMA

Lampiran XVI Peraturan Bupati Semarang
Nomor 9¢¥ Tahun 26(f
Tanggal o8 - 0F - Qoff

Bentuk Izin Usaha Penggabungan Perusahaan
Penanaman Modal (Merger)

KOP SURAT KPPT KABUPATEN SEMARANG

IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN

PENANAMAN MODAL (MERGER)

Nomor :

bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima
tanggal ..., Akta Notaris No. ......... tanggal .......... tentang
pernyataan kesepakatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
| AR tanggal, ., Akta Notaris No. .........
fangzal .......... | f VAN dan Akta Notans RUPS Merger No.
.......... tangzgal .........cnneee dianggap telth memenuhi syarat-
syarat yang diperlukan schingga diberikan Izin Usaha dalam rangka
penggabungan perusahaan (merger);

bahwa untuk itu periu dikeluarkan Surat Keputusan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,

z.muianglmdmgNomor . Tahun ... yang berkaitan dengan bidang

3.
4.

5.

Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... yang berkaitan dengann

bidang usaha; )

Peraturan Fresiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tentang
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu
Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

Peraturan Menteri teknis tentang Pelimpahan Wewenang; ,
Peraturan Kepala Badan Kepala Koordinasi Penanaman Modal Nomor
.... Tahun ... tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman
Modal.

MEMUTUSEAN

A. Perusahaan yang meneruskan kegiatan  Surviving Company) :

1. Nama Perusahaan

2. - Akta pendirian dan : Notaris ..., No.... Tanggal...
perubahannya
- Pengesahan : No. ..... Tanggal ...............
Menteri Hukum
dan HAM

3. Bidang Usaha
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4. NKP

5. NFPWP :
. D resuetremnsneresnaissnsatsesarsnnaaases

6. Alamat
a. Kantor Pusat D eeeurteetneentensseseitanensasbe s sebebanann
Telepon/Facsimile D et ees e e e e s bas s naen
b. Lokasi Proyek et snte e s n s e nrenn
7. aJenis dan kapasitas produksi
terpasang per tahun

KBLI Satuan Kapasitas enis uksi

b. Pemasaran (bila ada ekspor)

Keterangan :

AN

8. Nilai Investasi
a. Modal Tetap :

- Pembelian dan pematangan :
tanah

- Bangunan dan gedung D ..

- Mesin/peralatan dan .
suku cadang

- Lain-lain

Sub. Jumlah

™ e

b. Modal Kerja Sl
Jumlah L
9. Penyertaan modal dalam perseroan .............

Hanya diisi untuk perusahaan penanaman modal asing
a. Peserta Asing Rp/USS$ * %

b. Peserta Indonesia Rp/USS * %

A R R R L I R AR ) SARGIEORIIIE TSR OIANY PORAALPIUDINEF AN SN Y

jc. Total (a+b)*™) | ...ceeeinn...o.l 100%
*) coret yang tidak periu

10. Tenaga Kerja :
- Jumlah Tenaga Kerja

11. Penggunaan Tanah : m2/Ha

i.  Perusahaan yang bergabung ( Merging Company) :

1. Nama Perusahaan D veseremsassensnssonsiesnisninnsesnsessasinenns
2. - Akta pendirian dan : Notaris ..., No. ...Tanggal ..
perubahannya
- Pengesahan : No. .... Tanggal ...........
Menteri Hukum
dan HAM
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?—*\

.
3 Usaha :
* A . ese sssvssnne rsserersreseretea

4. NKP D e eeeerstenrannnnrr st et ara e ean e s
5. NPWP D e e e man s aa e s rens
6. Alamat :
a. Kantor Pusat D et et aneessasataaarene
Telepon/Facsimile D et teresteenenstta e eesesas e s e sneressnsnnaunes
b. Lokasi Proyek D e titrmeersressssrnaestssnssenansassnasnrrnes
7. aJenis dan kapasitas produksi
terpasang per tahun
KBLI Satuan Kapasitas Jenis Produksi
b. Pemasaran (bila ada ekspor)
Keterangan :
8. Nilai Investasi :
a. Modal Tetap :
- Pembelian dan pematangan : ... .
tanah
- Bangunan dan gedung P ..
- Mesin/peralatan dan -
suku cadang
~ Lain-lain Doeee
Sub. Jumlah :
b. Modal Kerja ..
Jumlah Do

9. Penyertaan modal dalam perseroan .............
Hanya diisxi untuk perusahaan penanaman modal asing

a. Peserta Asing Rp/USS * %

cessssesne sSsensereoca sstcaansvne [ osvrewmsuvreversovers [ sa tasssssrerensserann

........ PeBEETWVELIISISSILOGAnan csepesvsssanterrssey LRl

Sub Total

b. Peserta Indonesia Rp/US$ * %

R AN C UG L NS AR IIC SRR E VS IIR TP e NP NS | SNCEresbesssNEsssens | essessserERsevsavvEaa

c. Total (a + D)™™ | . ... —_100%

*) coret yang tidak perfu
10. Tenagza Xenja @

- Jumlah Tenaga Kerja D e eereressnsessisitessrsissnnessessanesnarennen

11. Penggunaan Tanah : m2/Ha
C. Perusahaan hasil penggabungan ( Merger Company) :

1. Nama Perusahaan D crsnessssnmrssesaestassessasnsrasates
2. - Akta pendirian dan : Notaris ..., No. ...Tanggal ...
perubahannya
- Pengesahan : No...... Tanggal ...........
Menteri Hukum
dan HAM
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3. Bidang Usah
*
Wl l Sd a . MRS AT A T YT T P T TR SR T Ty Vwbnviey

4. NKP :
. Dt errnesssst s s sares

5. NPWP

6. Alamat
a. Kantor Pusat D e ertniesassenasnienat ssasassieranesase
Telepon/Facsimile D et eaaens
b. Lokasi Proyek :
7. a.Jenis dan kapasitas produksi
terpasang per tahun

KBLI Safuan Kapasitas  Jenis Produksi

b. Pemasaran (bila ada ekspor)

Keterangan :

8. Nilai Investasi
a. Modal Tetap :
- Pembelian dan pematangan - ...
tanah
- Bangunan dan gedung T ..
- Mesin/peralatan dan D
suku cadang
- Lain-lain -
Sub, Jumlah

b. Modal Kerja
Jumlah
P

A 9. Penyertaan modal dalam perseroan..............
Hanya diisi untuk perusshean penanaman modal asing

a. Peserta Asing Rp/US$ * %

------------------------------------------------------------------------

ve

(X3

e "y

.e

---------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

| c. Total (a +b)*™*) 100%
*) corct yang tidek periu )

10. Tenaga Kerja :
- Jumlah Tenaga Kerja

11. Penggunaan Tanah : mZ/Ha

KEDUA : Mewajibkan kepada perusahaan hasil penggabungan {(merger company)
sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk menaati ketentuan
sebagai berikut :

1. Mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan
penambahan produksi melebihi 30% diatas kapasitas izin;
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2. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen
RKL/RPL atau UKL/UPL;

3. Menyampaikan laporan berkala kegiatan penanaman modal (LKPM-
L2) selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari setiap tahunnya
kepada :

a. Kepala PDKPM

b. Kepala PDPPM

¢. Kepala BKPM

d. Pengelola Kawasan Industri (jika lokasi di kawasan industri).

KETIGA : Izin Usaha perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal

dalam negeri ini berlaku :
1. Sejak perusahaan beroperasi komersial bulan .... dan seterusnya
' selama perusahaan masih melakukan keglatan usaha, kecuali

ditentukan lain olch peraturan perundang-undangan;
2. Untuk melaksanakan kegiatan usaha ..... dengan mengikuti

ketentuan yang berlaku;
3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penynnpanan yang bérada
dalam komplek usaha yang bersangkutan.
KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan
sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA ¢ Keputusan ini sewaktu-wakiu dapat diubah, bilamana ternyata
penctapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di :
Pads Tanggal :

KEPALA KPPT KABUPATEN SEN: ARANCG

2 Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
3. Direktur Jendersl Pajak;

4. Gubernur yang bersangkutan;

5. Kepala PDPPM;

6. Kepala PDKPM.




) Nomor
0 Sifat
Hal

Mo

Nomor Tahun Jo//
Tanggal pf - 09 - Jo .
Bentuk Izin Usaha Perubahan
KOP SURAT KPPT KABUPATEN SEMARANG
IZIN USAHA PERUBAHAN
.............
Yth.
: - Direksi PT. viveievennceern
: Perubahan atas Surat Keputusan
tentang lzin Usaha No.......... tanggal
.......... atas nama PT. .......oveversns

Lampiran XVII  Peraturan Bupati Semarang

- ot 2 g 0 @ o 9 W o 2

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara yang diterima Badan
Koordinasi Penanaman Modal tanggal ........... , perihal tersebut pada pokok surat
dan memperhatikan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal, Pendaftaran/Izin Prinsip/Surat Persetyjuan No. ............ tanggal .............
dan Jzin Usaha NO. ... tanggal ........... dengan ini lmmxdapat menyetujui

Izin Usaha No. ...ceeeo. tangzal ............ dalam rangka Penanaman
Modal Dalam Negeti/Asing atas namsa PT. wew... sebagai berikut :
Diktum menetapkan amar PERTAMA mengenai angka ....... diubah menjadi
sebagai berikut :

Ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha NO. cevconines
tanggal ................ tetap berlaku, scpanjang tidak bertentangan dengan surat ini.

KEPALA KPPT KABUPATEN SEMARANG




